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Menimbang

a.

TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
yang dilaksanakan secara berkesinambungan meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun
2024, dan dalam rangka kesinambungan penyelengaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah perlu menyusun
dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2025-2026
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah;

bahwa Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada
Tahun 2024, mengamanatkan rencana pembangunan
daerah provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala
daerah dengan peraturan kepala daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;

Mengingat: . . .
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan . ..
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

el o

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota
adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat
Gubernur melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban
Gubernur dalam kurun waktu tertentu.

Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di
Pemerintah Daerah Provinsi.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2025 - 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana. ..
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Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode
1 (satu) tahun

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi untuk tahun
2025-2026.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan RPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam

penyusunan:

a. RKPD tahun 2025-2026;

b. Renstra Perangkat Daerah; dan

c. Renja Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Penetapan RPD mempunyai tujuan untuk:

a. kesinambungan penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah tahun 2025-2026; dan

b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
tahun 2025-2026.

BAB III
SISTEMATIKA RPD

Pasal 3

Sistematika RPD terdiri atas:

a. BAB1 Pendahuluan;

b. BAB II Gambaran Umum;

c. BABIII Gambaran Keuangan Daerah;

d.BABIV  Permasalahan dan Isu Strategis;

e. BABV Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI  Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;

g. BABVII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah;

h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
dan

i. BABIX  Penutup.

Isi beserta sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABIV...



(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Badan bertanggung jawab atas pengendalian dan

evaluasi RPD.

Pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit meliputi:

a. capaian target tujuan dan sasaran RPD;

b. capaian target Indikator Kinerja Daerah RPD;

c. efektivitas program prioritas dalam mendukung
pencapaian tujuan sasaran; dan

d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 5

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi acuan dalam
melakukan perubahan RPD.

Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan
kondisi eksisting; dan/atau

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan
pencapaian kinerja sampai tahun berjalan.

Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui hasil dari

pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam hal, adanya:

a. kebijakan nasional,;

b. keadaan darurat;

c. keadaan luar biasa; dan/atau

d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih

Perubahan RPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja

Pemerintahan Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2023

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 31 Desember 2023

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 100 SERI E



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode Rencana Pemba-
ngunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur
berakhir pada tahun 2024, sambil
menunggu penyusunan RPJMD
pasca Pemilu Kepala Daerah
Serentak secara Nasional pada
tahun 2024 sebagaimana Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, akan dilak-
sanakan pemilu kepala daerah
serentak secara nasional pada
tahun 2024, diperlukan
dokumen Perencanaan
Pembangunan  Daerah
sebagai dasar penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di
Jawa Timur Tahun 2025-2026.

maka

transisi

Dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2023 tentang

Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan periode rencana Pemba-
ngunan Jangka Menengah Daerah
berakhir pada tahun 2024, bahwa
Gubernur yang daerahnya memiliki
periode RPJMD berakhir Tahun
2024, untuk menyusun Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2026 yang selanjutnya

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026
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disebut sebagai Rencana Pem-
bangunan Daerah Provinsi Tahun
2025-2026, serta memerintahkan
seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD)
Provinsi Tahun 2025-2026.

Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) tahun 2025-2026 dan
Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Provinsi tahun
2025-2026 ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan Peraturan Kepala
Daerah dan dipergunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tahun 2025 dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) tahun
2025 serta berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan
tentang Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2025, dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2025.

Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) tahun
2025-2026 dengan
memperhatikan:

1. Penyelasaran target indikator
makro dan program prioritas
Nasional;

2. Hasil evaluasi capaian indikator
kinerja daerah RPJMD Provinsi
Jawa Timur tahun 2019-2024;

3. Isu-isu strategis yang
berkembang;

disusun

4. Kebijakan Nasional.



Pendahuluan

1.2,

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4868);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
59);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengawasan Pelaksanaan Perencaanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D, Noreg Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur 13-238/2021);

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
dengan dokumen pembangunan lainnya, dokumen rencana
penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan
antar daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasi-onal (SPPN) salah satu tujuannya mengamanatkan
untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan

memperhatikan dokumen perenca-naan pembangunan nasional serta
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dokumen perencanaan lainnya untuk dipergunakan sebagai pedoman
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan
dokumen pembangunan lainnya, dokumen rencana peng-anggaran daerah,
serta dokumen rencana pembangunan antar daerah adalah sebagaimana
gambar berikut.

Gambar 1. 1 Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW

Substansi Substansi Substansi
RPJPD RTRW RPJMD
selaras selaras
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN TUJUAN
SASARAN POKOK
DAERAH STRATEGI SASARAN
STRATEGI
C RENCANA STRUKTUR )—
KEBIJAKAN
C RENCANA POLA )—
l dijabarkan
C KAWASAN >—
selaras INDIKASI RENCANA
— PROGRAM
ARAHAN PEMANFAAT
RUANG

PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
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Gambar 1. 2 Sinkronisasi, Integrasi Perencanaan Penganggaran
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1.4. Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Maksud disusunnya Ren-
cana Pembangunan Daerah seba-
gai pedoman penyusunan RKPD,
penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, dan penyusunan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan
ditetapkannya Kepala Daerah hasil
Pemilu Kepala Daerah Serentak
secara Nasional.

1.5 Sistematika

b.

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana
Pembangunan Daerah, untuk:
Kesinambungan
penyelengaraan pemerintahan
dan pembangunan  daerah
tahun 2025-2026; dan
Pedoman pelakasanaan
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan tahun 2025-
2026.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 —

2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026



Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan
umum.

BAB Il Gambaran Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran
2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran
2025-2026.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat permasalahan Pembangunan daerah berdasarkan
kondisi daerah dan capaian kinerja daerah mencakup aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek
daya saing daerah dan aspek pelayanan umum termasuk
standar pelayanan minimal.

BAB V  Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah
tahun 2025-2026 isu strategis aktual serta indikasi
penongkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkanakses
dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

BAB VI  Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran dan penentuan program-program prioritas
daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah

Memuat kerangka pendanaan seluruh program dan daftar
program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja
Pembangunan daerah.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Memuat penentuan target capaian keberhasilan pencapaian
tujuan dann sasaran rencana Pembangunan daerah tahun
2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta
penentuan target penyelengaraan pemerintahan daerah tahun
2025-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah (IKD).

BAB IX Penutup.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026 7
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Gambaran Umum

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi
2.1.1.1

Provinsi Jawa Timur
memiliki luas wilayah 48.036,84
Km?2 yang terdiri dari 29 Kabupaten
dan 9 Kota yang mempunyai 666
Kecamatan dengan 773 Kelurahan
dan 7.721 Desa. Secara astronomis,
Provinsi Jawa Timur terletak pada
111,0° hingga 114,4° Bujur Timur
dan 7,12° hingga 8,48° Lintang

Luas Wilayah Administrasi

Selatan dan memiliki memiliki
wilayah kepulauan yang terdiri dari
pulau bernama sebanyak 287
pulau.

Jumlah kecamatan dan desa
Kabupaten/Kota se-dawa Timur
dapat dilihat pada tabel 2.1.
berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

Jumlah Kelurahan/Desa Luas Wilayah

No Ll ompeiten 1l Kecamatan (Km?)
Kelurahan Desa | Jumlah

1 |Kab. Pacitan 12 5 167 172 1.433,59
2 |Kab. Ponorogo 21 26 281 307 1.418,62
3 |Kab. Trenggalek 14 ) 152 157 1.249,23
4 |Kab. Tulungagung 19 14 257 271 1.144,53
5 |Kab. Blitar 22 28 220 248 1.745,16
6 |Kab. Kediri 26 1 343 344 1.523,56
7 |Kab. Malang 33 12 378 390 3.473,44
8 |Kab. Lumajang 21 7 198 205 1.797,10
9 |Kab. Jember 31 22 226 248 3.313,46
10 |[Kab. Banyuwangi 25 28 189 217 3.592,90
11 |Kab. Bondowoso 23 10 209 219 1.554,99
12 |Kab. Situbondo 17 4 132 136 1.653,72
13 |Kab. Probolinggo 24 ) 325 330 1.724,51
14 |Kab. Pasuruan 24 24 341 365 1.493,29
15 |Kab. Sidoarjo 18 28 318 346 724,04
16 |Kab. Mojokerto 18 5 299 304 984,64
17 |Kab. Jombang 21 4 302 306 1.109,84
18 |Kab. Nganjuk 20 20 264 284 1.289,07
19 |Kab. Madiun 15 8 198 206 1.113,63
20 |[Kab. Magetan 18 28 207 235 706,44
21 |Kab. Ngawi 19 4 213 217 1.395,80
22 |Kab. Bojonegoro 28 11 419 430 2.312,63
23 |Kab. Tuban 20 17 311 328 1.973,50
24 |Kab. Lamongan 27 12 462 474 1.752,71
25 |[Kab. Gresik 18 26 330 356 1.256,36
26 |Kab. Bangkalan 18 8 273 281 1.301,03

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

11



Gambaran Umum

Jumlah Kelurahan/Desa Luas Wilayah
No Kabupaten/Kota Kecamatan (Km?)
Kelurahan Desa | Jumlah

27 |Kab. Sampang 14 6 180 186 1.228,25
28 |Kab. Pamekasan 13 11 178 189 795,15
29 |[Kab. Sumenep 27 4 330 334 2.084,02
30 |[Kota Kediri 3 46 0 46 67,23
31 |Kota Blitar 3 21 0 21 33,20
32 |Kota Malang 5 57 0 57 111,08
33 |Kota Probolinggo 5 29 0 29 54,68
34 |Kota Pasuruan 4 34 0 34 39,00
35 |Kota Mojokerto 3 18 0 18 20,22
36 |Kota Madiun 3 27 0 27 36,13
37 |Kota Surabaya 31 153 0 153 335,93
38 |[Kota Batu 3 5 19 24 194,17

Total 666 773 7.721 8.494 48.036,84

Sumber :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang

Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,

dan Pulau

2.1.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan meru-
pakan peruntukan ruang di
lapangan, penggunaan
lahan di lapangan terdiri dari
kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Penggunaan lahan
diidentifikasi dengan melakukan
pengolahan interpretasi dari data
peta dari citra satelit SPOT 6/7
Tahun 2019-2020. Penggunaan
lahan berbeda dengan rencana
peruntukan ruang atau pola ruang
yang ditetapkan Rencana Tata

dimana

Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Timur. Profil penggunaan lahan
menggunakan jenis tutupan lahan
yang selanjutnya di-klasifikasikan
menjadi hutan, lahan terbangun,
lahan terbuka alami/semi alami,
laut, padang rumput, perairan
tergenang, perkebunan/kebun,
pertanian lahan basah, pertanian
lahan kering, semak belukar dan
sungai, sebagaimana

dalam Tabel 2.2

tercantum

Tabel 2. 2 Alokasi dan Persentase Tutupan Lahan Jawa Timur

No Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1 Hutan 1.361.995,52 28,35
2 Lahan Terbangun 618.297,29 12,87
3 Lahan Terbuka Alami/Semi Alami 20.859,74 0,43
4 Lahan Terbuka Diusahakan 1.606,95 0,03
5 Laut 13,86 0,00
6 Padang Rumput 112,46 0,00
7 Perairan Tergenang 99.306,38 2,07
8 Perkebunan /Kebun 344.827,08 7,18
9 Pertanian Lahan Basah 1.650.996,22 34,37
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No Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

10 | Pertanian Lahan Kering 422.138,71 8,79

11 | Semak Belukar 265.798,96 5,53

12 | Sungai 17.901,81 0,37
TOTAL 4.803.854,98 100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peta Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2021

Berdasarkan interpretasi
citra satelit, tutupan lahan Jawa
Timur didominasi oleh Pertanian
yang memiliki proporsi terbesar
yaitu sebesar 43,16 % dari luas
wilayah keseluruhan Jawa Timur.
Hal ini menjadi dasar Jawa Timur
menjadi Provinsi dengan potensi
pengembangan wilayah berbasis

pertanian/agropolitan. Selanjutnya
penggunaan lahan terbesar kedua
adalah peruntukan kawasan hutan
yaitu sebesar 28,35%, kemudian
diikuti dengan proporsi penggu-
naan lahan permukiman yang
merupakan
bangan kawasan
Jawa Timur.

indikasi perkem-

terbangun di

Gambar 2. 1 Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur

S
Sumber:Hasil Pengolahan Data Peta Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2021
Berdasarkan peta penggu- perkembangan  jaringan = jalan
naan lahan Tahun 2021 sebagai- (radial). Pembangunan jaringan

mana tergambarkan dalam Gambar

2.1, kawasan lahan terbangun

paling besar terdapat di Kota

Surabaya sebagai ibukota Provinsi

Jawa Timur serta kawasan

sekitarnya dengan mengikuti

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

jalan sebagai ujung tombak dari

aksesibilitas kawasan yaitu
Kabupaten Sidoarjo kawasan pusat
perkotaan di sekitarnya terutama di
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

Pasuruan hingga Kota Malang. Peta
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dimaksud juga meng-gambarkan
adanya peruntukan kawasan hutan

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana struktur wilayah
provinsi adalah rencana sistem
susunan pusat-pusat permukiman
(sistem perkotaan wilayah provinsi
yang berkaitan dengan kawasan
perdesaan dalam wilayah pelaya-
nannya) dan sistem jaringan pra-

sarana wilayah provinsi yang
dikembangkan untuk melayani
kegiatan skala provinsi dan

mengintegrasikan wilayah provinsi.
Sistem perkotaan wilayah tersebut
di atas dapat berupa pusat
perekonomian, rencana kota baru,

simpul ekonomi baru dan/atau

koridor @ ekonomi baru yang
dibutuhkan untuk menjaga
keseimbangan ruang, keberlan-

jutan pembangunan dan ketahan-
an masyarakat. Kawasan perdesa-
an dalam wilayah pelayanannya
merupakan wilayah yang mem-
punyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya
alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permu-
kiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi. Sistem
perkotaan di wilayah Provinsi Jawa

Timur terdiri dari:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
yaitu
Gresik, Bangkalan, Lamongan,

Kawasan Perko-taan

Sidoarjo, Mojokerto, Kota

yang cukup rata tersebar di bagian
selatan Jawa Timur.

Malang, Kota Mojokerto dan
Kota Surabaya;
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
yaitu Kawasan Perkotaan
Banyuwangi,
Jember, Pacitan, Pamekasan,

Sumenep, Treng-galek, Tuban,

Bojo-negoro,

Tulungagung, Kota Blitar, Kota
Kediri, Kota Madiun, Kota
Pasuruan, Kota Probolinggo;
dan

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
yang terdiri dari pusat kegiatan
bagi beberapa kecamatan.

Rencana pola ruang
Provinsi Jawa Timur ditekankan
pada penanganan dan pengem-
balian fungsi lindung sementara
pada kawasan budi daya di-
optimalkan pemanfaatannya de-
ngan tetap memperhatikan keles-
tarian lingkungan hidup. Sedang-
kan untuk kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil, kegiatan yang
dikembangkan diarahkan untuk
tidak mengganggu keseimbangan
ekosistem pesisir. Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2023 - 2043 telah
menetapkan 16,54% wilayah
provinsi jawa timur merupakan
kawasan lindung sedangkan
83,46% merupakan Kawasan
budidaya.
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1. Potensi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sebagaimana wuraian se-
belumnya, bahwa tutupan lahan
Jawa Timur didominasi oleh per-
(32,99 %)

menunjukkan potensi

tanian dan hutan
(28,39%)
besar pengembangan wilayah Jawa
berbasis pertanian

perikanan

Timur

/agropolitan. Potensi

Jawa Timur juga amat besar dan
dapat digambarkan dari jumlah pe-
labuhan perikanan di Jawa Timur
berdasarkan Kepmen KKP No. 109
Tahun 2021 yang berjumlah 33
Pelabuhan Perikanan tersebar di
wilayah pesisir Jawa Timur.

Gambar 2. 2 Sebaran Pelabuhan Perikanan di Jawa Timur
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Sumber : Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021
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Tabel 2. 3 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur

g & >

PULAU KANGEAN
SKALA 1 : 750.000

PETA PERKEMBANGAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

a)
o SKALA1:1.250.000

DATUM : WGS 1988

KETERANGAN

-
AMUDRA_HINDIA

+ E
INAS KEHUTANAI
TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ‘
o N

Sumber : Dinas kehutanan, sesuai SK. Menteri LHK Nomor 6606/ MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Selanjutnya terkait po-
tensi ekonomi, Produk Domestik
regional Bruto (PDRB) sektor dan
subsektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan (Agro) masih terus
tumbuh dan pada tahun 2022 pada
angka Rp. 173.638,40 milyar (PDRB
ADHK tahun dasar 2010). Adapun
demikian berbagai sub-sektor nya
terjadi fluktuasi per-tumbuhan dan
penurunan dari tahun ke tahun.
Sedangkan trend kontribusi PDRB
(nilai ekonomi) sektor Agro masih
berfluktuasi  tetapi  mengalami
penurunan signifikan pada sub-
sektor Tanaman Pangan. Hal ini
disebabkan karena laju pertum-
buhan sektor Agro tidak secepat

laju sektor lain, terutama sektor

Industri Pengolahan dan sektor
Perdagangan.

Penurunan ini disebabkan
oleh terjadinya alih fungsi lahan,
alih komoditas serta dampak dari
Upaya yang
sudah dan akan terus dilakukan

perubahan iklim.
antara lain dengan pengendalian
alih fungsi lahan dengan men-
dorong pemerintah  kabupaten
/kota untuk menetapkan Perda
tentang LP2B. Upaya-upaya untuk
SDM

pertanian dalam mengantisipasi

meningkatkan  kapasitas
perubahan iklim serta tat acara
budidaya pertanian yang baik juga
terus dilakukan dengan kerjasama
dan kolaborasi dari seluruh pe-
mangku kepentingan. Pemerintah
juga memberikan fasilitasi alat

'|6 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026



mesin pertanian untuk mengu-
rangi pengeluaran, meningkatkan
pendapatan serta nilai tambah yang
diterima oleh petani. Selain itu
upaya dalam meningkatkan minat
generasi muda untuk terjun dalam
dunia pertanian juga terus didorong
sebagai solusi keber-langsungan
usaha pertanian di Jawa Timur.

Seperti halnya pada ko-
moditas tanaman pangan, upaya-
upaya peningkatan kapasitas SDM
pertanian, intensifikasi dan reha-
bilitasi tanaman perkebunan, pe-
ngendalian  terhadap  penyakit
menular pada ternak juga terus dan
akan dilakukan untuk men-jaga
dan meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman per-

kebunan dan peternakan.

Di sektor
meskipun

perikanan,
mengalami kontraksi
selama tiga tahun berturut-turut
(2018-2020), subsektor ini pulih
dengan pertumbuhan positif pada

2021 dan 2022. Dalam menjaga dan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026
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meningkatkan
produktivitas

produksi dan
sektor perikanan,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
memberikan fasilitasi bantuan alat
produksi dan peralatan tangkap
bagi nelayan, peningkatan kapa-
sitas SDM nelayan serta pem-
budidaya ikan melalui pelatihan,

serta bimbingan dan pelatihan.

Subsektor kehutanan dan
penebangan kayu
fluktuasi dengan kontraksi ter-
dalam pada tahun 2016 dan 2020,
tetapi nilai absolut PDRB ADHB
cenderung meningkat, terutama
dari tahun 2020 hingga 2022.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam

mengalami

meningkatkan kontribusi sektor

kehutanan antara lain dengan
pengelolaan hutan produksi yang
berkelanjutan, peningkatan
SDM masyarakat di

sekitar hutan untuk menjaga dan

kapasitas

mengelola hutan secara

berkelanjutan.
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Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB ADHK (Rp. Milyar) dan Kontribusi Sektor dan Subsektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2019 - 2022

PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, dan PDRB ADHK Subsektor
Perikanan (Rp Milyar) €0000
000 i -———0—9g
40000
17363840 o ————t—"
170.592,65 .. = &
165.951,23 1763124 - g’ ome ———o— - =
163.799,94
10000
o —8- O = —9
. ® + + * .
2018 2019 2020 2021 2022~
== Tanaman Pangan == Tanaman Hortikultura
== Tanaman
e Jasn d; dan Kayu
2018 2019 2020 2021+ 2022+ —e— Perikanan
Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kontribusi Subsektor
4,00%
3,50%
11,85% 11,88%
! 3,005
11,36%.... | 11.48%
e 1111% S N S —
1,50% = B
1005 .__.__.-—-—.————.—.
0,50% ’r—eo——p—-Q—9@
0.00% o & 3 o— &
2018 2019 2020 2021 2022~
+  Tanaman Pangan w=@-=Tanaman Hortikultura
Tanaman F O—F
el Jasa F d dan Kayu
2018 2019 2020 2021 2022** =@ Perikanan

Sumber : BPS Jatim, 2023

2. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan di
Jawa Timur tersebar di beberapa

Logam hamper tersebar di seluruh
Kabupaten di Jawa Timur yaitu

Wilayah  Usaha  Pertambangan wilayah Banyuwangi, Situbondo,
(WUP), yaitu: WUP Batubara yang Bondowoso, Malang, Blitar, Tulung-
meliputi wilayah Trenggalek, agung, Trenggalek, Ponorogo,
Pacitan dan Tulungagung; WUP Pacitan, @ Bojonegoro,  Nganjuk,
Logam yang meliputi wilayah Tuban, Jombang, Lamongan,
Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan

Malang, Trenggalek, Tulungagung
dan Pacitan; sedangkan WUP Non

dan Sumenep.
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Gambar 2. 3 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Jawa Timur

WILAYAH PERTAMBANGAN JAWA TIMUR

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 92 K/MB.01/MEM.B/2022
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Sumber

Kawasan pertambangan
minyak dan gas bumi di wilayah
Provinsi Jawa Timur berada di
wilayah Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Bojonegoro, Kabupa-

ten Gresik, Kabupaten Jombang,
2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis, Jawa
Timur merupakan sebagian wila-
yah di Indonesia yang rawan ben-
cana dengan dominasi kelompok
bencana hidrometeorologi dan ke-
lompok bencana geologi. Kelom-pok

yang
banjir,

bencana hidrometeorologi
berupa

ekstrim,

sering  terjadi

gelombang kebakaran
lahan dan hutan, kekeringan dan

cuaca ekstrim sedangkan untuk

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

Keputusan Menteri ESDM No 92.K/MB.01/MEM.B/ 2022 tentang Wilayah
Pertambangan Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Pamekasan, Kabupa-
ten Sampang, Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Sumenep, Kabupaten

Tuban, dan Kota Surabaya.

kelompok bencana geologi berupa
gempa bumi, tanah longsor, letusan

gunung api.

Secara klimatologis, pe-

ngaruh perubahan iklim seperti
fenomena La Nina di Jawa Timur
yang menjadi fokus kewaspadaan
pemerintah dan masyarakat karena
bencana

potensi seperti

kencang, hujan badai dan puting

angin
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beliung cukup besar. Hal ini
disebabkan karena Jawa Timur
yang merupakan bagian wilayah
Indonesia berada di posisi sekitar
ekuator

yang menjadi tempat

1. Tanah Longsor

Berdasarkan hasil Kajian
Risiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
dalam periode dari Tahun 2010
sampai 2020, Jawa Timur
kehilangan 5.370 Ha hutan, me-
nyumbang 11% dari total kehi-
langan tutupan pohon serta area
total hutan primer basah di Jawa
Timur berkurang sebanyak 2,3%.

Berdasarkan hasil kajian

risiko, yang didapatkan dari

komponen kelas bahaya yang

pertemuan antara sirkulasi udara
Hadley dan sirkulasi udara Walker
sehingga berdampak pada
dinamika cuaca dan iklim yang
tidak menentu.

dihitung menggunakan data DEM
dan zona gerakan tanah, kelas
kerentanan yang dihitung ber-
dasarkan komponen kerentanan
sosial, fisik, ekonomi dan lingku-
ngan serta kelas kapasitas yang
ditentukan dengan nilai IKD,
menjadikan Provinsi Jawa Timur
tinggi
tanah longsor. Tingkat risiko tanah

memiliki risiko terhadap
longsor di 31 Kabupaten Kota di
Jawa Timur dirincikan sebagai-

mana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur

No Kategori Kabupaten /Kota

1. | Rendah -

2. | Sedang Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik,
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri dan Kota
Malang

3. | Tinggi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso,
Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk,
Madiun, Magetan dan Kota Batu

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB,

2021

2. Gelombang Pasang (Gelombang Ekstrim) dan Abrasi

Kelas bahaya bencana
gelombang ekstrim dan abrasi ini
dipengaruhi oleh kelas bahaya,
kelas kerentanan dan  kelas
kapasitas. Kelas bahaya bencana
abrasi

gelombang ekstrim dan

dihitung menggunakan data DEM,

data arus ketinggian gelombang,
peta geologi dan peta penutup lahan
(peta sawah baku dan area
permukiman) serta kelas keren-
tanan yang terdiri dari kerentanan
sosial, politik, ekonomi dan ling-
kungan. Kondisi tersebut menja-
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dikan Provinsi Jawa Timur memiliki
kelas risiko tinggi. Tingkat risiko
gelombang ekstrim dan abrasi di 22
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Kabupaten Kota di Jawa Timur
dirincikan sebagaimana tabel di
bawah ini.

Tabel 2. 6 Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Timur

No Kategori Kabupaten /Kota
1. [ Rendah Kabupaten Sidoarjo
2. Sedang Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang,
Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Tuban,
Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep,
Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya
3. | Tinggi Kabupaten Situbondo
Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB,
2021
3. Banjir

Berdasarkan hasil Kajian
Risiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
bencana banjir terjadi di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur dengan kelas bahaya dan
kerentanan yang beragam. Kelas
bencana banjir

bahaya risiko

dianalisis menggunakan data DEM,

rawan banjir dan peta
Untuk

kelas kerentanan dipengaruhi oleh

peta
morfologi/sistem tanah.
kerentanan sosial, fisik, ekonomi
dan lingkungan. Kondisi tersebut
menjadikan Provinsi Jawa Timur
memiliki kelas risiko tinggi dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Timur

No Kategori Kabupaten /Kota

1. | Rendah -

2 Sedang Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri,
Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Mojokerto, Jombang,
Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kota Kediri,
Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota
Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu

3. | Tinggi Kabupaten Ponorogo, Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan,
Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan
Sumenep

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil Kajian
Risiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
bencana kebakaran hutan dan
terjadi di 31
kabupaten/kota di Provinsi Jawa
dengan

lahan berpotensi

Timur kelas risiko

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

bervariasi dari rendah, sedang dan
tinggi. Kelas kebakaran
hutan dan dihitung
berdasarkan kelas bahaya, kelas

risiko
lahan

kerentanan dan kelas kapasitas.

Kelas bahaya dianalisis menggu-
nakan data berupa peta admi-
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nistrasi, peta area terbakar, DEM,
peta penutup lahan, peta jaringan
sungai, peta jaringan jalan, peta
isohyet curah hujan tahunan dan
peta HGU perkebunan. Klasifikasi

tingkat risiko bencana kebakaran
hutan dan lahan di Provinsi Jawa
disajikan dalam tabel
sebagai berikut.

Timur

Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Timur

No Kategori Kabupaten /Kota

1. Rendah Kabupaten Magetan, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan,
Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

2. Sedang Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jombang,
Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Sumenep.

3. | Tinggi Kabupaten Tulungagung, Blitar Kediri, Malang, Lumajang, Jember,
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,
Mojokerto, Nganjuk, dan Ngawi.

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB,

2021
5. Letusan Gunung Berapi

Berdasarkan hasil Kajian
Resiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026, ter-
dapat 10 risiko bahaya letusan
gunung api karena diindikasikan
dapat meletus/mengeluarkan lava,
asap beracun dan mengeluarkan

6. Gempa Bumi

Berdasarkan hasil Kajian
Risiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
bencana gempa bumi berpotensi
terjadi di seluruh kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Timur. Seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Jawa

debu pasir meliputi Gunungapi [jen,

Gunungapi Semeru, Gununapi
Bromo, Gunungapi Lamongan, Gu-
nungapi Arjuno-Welirang, Gunu-
ngapi Kelud, Gunungapi Raung,
Gunungapi Argopuro, Gunungapi

Lawu, Gunungapi Wilis.

Timur termasuk memiliki kelas
risiko rendah, sedang dan tinggi.
Oleh karena itu, kelas risiko
bencana gempa bumi di Provinsi
Jawa Timur dikategorikan tinggi

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur

No Kategori

Kabupaten/Kota

1. Rendah Kabupaten Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
dan Kota Pasuruan
2. Sedang Kabupaten Pacitan, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi,

Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto,
Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro,
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No Kategori

Kabupaten/Kota

Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo,
Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu

3. Tinggi

Kota Blitar

Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang dan

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

7. Tsunami

Berdasarkan hasil Kajian
Risiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
bencana berpotensi
mengancam daerah pesisir di

tsunami

Provinsi Jawa Timur dan memiliki

kelas bahaya dan kerentanan tinggi
serta kapasitas sedang. Meskipun
demikian kelas risiko bencana
tsunami di Provinsi Jawa Timur
adalah

sebagai berikut.

tinggi dengan rincian

Tabel 2. 10 Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Timur

No Kategori Kabupaten /Kota

1. Rendah Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Gresik,
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo,
Kota Pasuruan dan Kota Surabaya

2. Sedang Kabupaten Probolinggo

3. Tinggi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang,
Lumajang, Jember dan Banyuwangi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

8. Kekeringan

Berdasarkan hasil Kajian
Resiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
kelas

kerentanan bencana

kekeringan di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur tergolong sedang dan tinggi
dengan kelas bahaya tinggi dan
kelas kapasitas sedang. Kon-disi

tersebut menjadikan Provinsi Jawa

9. Banjir Bandang

Berdasarkan hasil Kajian
Risiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
potensi bencana banjir bandang
dapat terjadi pada 28 (dua puluh

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

Timur memiliki kelas  risiko
bencana kekeringan tinggi dengan
rincian 34 kabupaten/kota masuk
kedalam kategori sedang dan
sisanya masuk kedalam kate-gori
tinggi. Kabupaten /kota yang
masuk kedalam risiko bencana
kekeringan tinggi antara lain
Kabupaten Banyuwangi, Situbon-

do, Gresik dan Sumenep.

delapan) kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur. Kelas risiko
kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur terdapat pada kelas sedang

dan tinggi. Dengan demikian, kelas
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risiko bencana banjir bandang di
Provinsi Jawa Timur adalah tinggi
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 11 Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Timur

No Kategori Kabupaten /Kota

1. Rendah -

2. Sedang Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Sidoarjo, Jombang,
Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Kota Malang, Kota
Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Batu

3. Tinggi Kabupaten Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember,
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,
Mojokerto, Gresik dan Kota Probolinggo

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

10. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan hasil Kajian
Resiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
bencana cuaca ekstrim (angin
puting beliung) berpotensi terjadi di
seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur dengan tingkat risiko
tinggi kecuali Kabupaten Pacitan
dengan kelas sedang. Secara
keseluruhan, tingkat risiko bencana
cuaca ekstrim di Provinsi Jawa
Timur adalah tinggi. Kabupaten
pacitan

merupakan kabupaten

dengan tingkat risiko kategori

sedang. Sementara tingkat risiko

11. Likuifaksi

Berdasarkan hasil Kajian
Resiko Bencana Nasional Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022-2026,
Likuifaksi
memapar kabupaten/kota dengan

bencana berpotensi
kelas bahaya tinggi, kelas kapasitas

sedang dan kelas kerentanan
sedang. Secara keseluruhan kelas

risiko bencana likuefaksi di Provinsi

kategori tinggi terdiri dari
Kabupaten Ponorogo, Trenggalek,
Tulung-agung, Blitar, Kediri,
Malang, Lumajang, Jember,
Banyuwangi,
Situbondo, Probo-linggo, Pasuruan,
Sidoarjo,
Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi,

Bondowoso,

Mojokerto, Jombang,

Bojonegoro, Tuban, Lamongan,
Gresik, Sampang,
Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri,
Kota Blitar, Kota Malang, Kota
Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota
Mojokerto, Kota Madiun, Kota
Surabaya dan Kota Batu.

Bangkalan,

Jawa Timur adalah sedang. Adapun

kabupaten/kota yang memiliki
tingkat risiko kategori sedang
antara lain Kabupaten Pacitan,
Ponorogo, Trenggalek,
Tulungagung, Blitar, Kediri,
Malang, Lumajang, Jember,
Banyuwangi, Bondowoso,

Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,
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Sidoarjo, = Mojokerto, Jombang,
Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi,
Bojonegoro, Tuban, Lamongan,
Gresik,  Bangkalan, Sampang,

12. Epidemi dan Wabah

Bahaya epidemi dan wabah
penykit berpotensi memapar 30
kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur dengan kelas risiko rendah.
Kondisi ini menjadikan kelas risiko

Gambaran Umum |

Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri,
Kota Probolinggo, Kota Pasuruan,
Kota Mojokerto, Kota Madiun dan
Kota Surabaya.

bencana epidemi dan wabah
penyakit di Provinsi Jawa Timur
dalam hasil Kajian Resiko Bencana
Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022-2026 menjadi rendah.

Gambar 2. 4 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya di Provinsi Jawa Timur

LAUT JAWA
.

SELAT MADURA

Sumber : Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

2.1.2 Aspek Demografi

Selama kurun waktu enam
tahun terakhir (2018-2023) jumlah
penduduk Jawa Timur selalu
mengalami kenaikan. Pada tahun
2018 jumlah penduduk Jawa Timur
mencapai 39,5 juta jiwa, kemudian
terus meningkat menjadi 41,41 juta

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

jiwa pada tahun 2023 dengan sex
ratio sebesar 99,48 persen. Artinya,
setiap 100 penduduk perempuan
terdapat 99-100 penduduk laki-
laki. Jika dilihat dari kepadatan
penduduk, di wilayah Jawa Timur
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tahun 2023 terdapat 862 jiwa setiap

km?2,
Tabel 2. 12 Struktur Penduduk Provinsi Jawa Timur
No Uraian ol
2019 2020 2021 2022 2023

1 | Jumlah Penduduk (ribudJiwa) 39.699 40.666 40.878 41.150 41.416

2 | Jumlah Penduduk Menurut
Kelompok Umur (ribu jiwa)
a. <15 tahun 8.783 8.701 8.646 8.612 8.584
b. 15 — 64 tahun 27.630 28.571 28.668 28.793 28.902
c. >64 tahun 3.286 3.394 3.565 3.745 3.930

3 | Laju Pertumbuhan Penduduk 5,52 -2,33r 3,56% 5,34 0,65

4 | Kepadatan Penduduk 830 851 855 857 862
(Jiwa/Km?)

S | Sex Ratio (L/P) (%) 97,53 99,6 99,56 99,52 99,48

6 | Jumlah Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umum
a. 15 - 29 tahun 5.159 5.112 5.021 5.055 5.501
b. 30 - 54 tahun 11.608 11.979 12.050 12.152 12.675
c. >54 tahun 4.732 5.173 5.249 5.662 5.693

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2. 13 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten /Kota Provinsi Jawa
Kabupaten/ Timur (Jiwa)
Kota Laki-laki | Perempuan Laki-laki + Perempuan
2022 2023 2022 2023 2022 2023

Kab. Pacitan 297.014 298.826 295.902 297.823 592.916 596.649
Kab. Ponorogo 481.540 485.603 482.713 486.979 964.253 972.582
Kab. Trenggalek 371.527 373.810 368.142 370.548 739.669 744.358
Kab. 552.835 557.045 552.502 556.928 1.105.337 | 1.113.973
Tulungagung

Kab. Blitar 624.631 629.127 615.691 620.370 1.240.322 | 1.249.497
Kab. Kediri 836.025 841.629 819.995 825.821 1.656.020 | 1.667.450
Kab. Malang 1.353.154 | 1.361.591 1.332.746 1.341.584 | 2.685.900 | 2.703.175
Kab. Lumajang 562.257 567.106 574.970 580.155 1.137.227 | 1.147.261
Kab. Jember 1.279.947 | 1.288.194 1.287.771 1.296.577 | 2.567.718 | 2.584.771
Kab. . 866.723 873.100 865.008 871.714 1.731.731 | 1.744.814
Banyuwangi

Kab. Bondowoso 384.676 385.966 396.741 398.226 781.417 784.192
Kab. Situbondo 339.230 340.547 352.030 353.534 691.260 694.081
Kab. Probolinggo 572.137 573.945 587.828 589.914 1.159.965 | 1.163.859
Kab. Pasuruan 809.968 813.307 809.067 812.722 1.619.035 | 1.626.029
Kab. Sidoarjo 1.058.552 | 1.063.973 1.044.849 1.050.615 | 2.103.401 | 2.114.588
Kab. Mojokerto 569.966 573.841 563.618 567.675 1.133.584 | 1.141.516
Kab. Jombang 673.386 678.250 662.586 667.636 1.335.972 | 1.345.886
Kab. Nganjuk 561.677 565.193 555.356 559.054 1.117.033 | 1.124.247
Kab. Madiun 375.368 378.994 382.297 386.141 757.665 765.135
Kab. Magetan 333.605 335.566 344.738 346.900 678.343 682.466
Kab. Ngawi 435.470 437.350 441.962 444.043 877.432 881.393
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Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Kabupaten/ Timur (Jiwa)
Kota Laki-laki | Perempuan Laki-laki + Perempuan
2022 2023 2022 2023 2022 2023

Ka‘p. 660.216 663.775 654.909 658.699 | 1.315.125 | 1.322.474
Bojonegoro

Kab. Tuban 603.875 606.876 605.668 608.919 | 1.209.543 | 1.215.795
Kab. Lamongan 686.117 693.701 685.392 693.240 | 1.371.509 | 1.386.941
Kab. Gresik 670.835 676.735 661.829 667.913 | 1.332.664 | 1.344.648
Kab. 535.522 542.775 551.098 558.781 1.086.620 | 1.101.556
Bangkalan

Kab. Sampang 488.673 492.572 495.489 499.638 984.162 992.210
g:rt;ekasan 420.612 422.584 437.206 439.425 857.818 862.009
Kab. Sumenep 548.419 551.524 588.213 591.771 1.136.632 | 1.143.295
Kota Kediri 144.876 145.556 144.542 145.280 289.418 290.836
Kota Blitar 75.587 76.359 76.373 77.182 151.960 153.541
Kota Malang 420.897 421.340 425.229 425.842 846.126 847.182
Kota 120.545 | 121.500 122.655 123.674 | 243.200 | 245.174
Probolinggo

Kota Pasuruan 105.753 106.709 105.744 106.741 211.497 213.450
Kota Mojokerto 66.611 67.125 67.739 68.289 134.350 135.414
Kota Madiun 97.370 98.460 101.822 103.000 199.192 201.460
Kota Surabaya 1.431.041 | 1.433.967 1.456.182 1.459.731 | 2.887.223 | 2.893.698
Kota Batu 109.119 110.138 107.616 108.664 216.735 218.802

Sumber:  BPS Provinsi Jawa Timur, hasil proyeksi penduduk interim Jawa Timur kondisi

Juni 2022, Juni 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Produktivitas Daerah

Produktivitas suatu Daerah mengalami penurunan pada tahun
2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara spasial pada triwulan III

dapat diukur salah satunya

menggunakan  kinerja  Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selama 5 Tahun terakhir PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) serta PDRB Per Kapita Jawa

tahun 2023, Jawa Timur adalah
penyumbang
terbesar kedua di

perekonomian
Pulau Jawa
dengan kontribusi sebesar 25,56
persen dan penyumbang terbesar

Timur selalu mengalami kedua secara Nasional sebesar
peningkatan, meskipun sempat 14,60 persen setelah DKI Jakarta.
Tabel 2. 14 PDRB Provinsi Jawa Timur
Tahun
Indikator 2023
2018 2019 2020 2021 2022 s.d TW III
PDRB ADHB 2.189,78 | 2.352,42 | 2.299,46 | 2.454,72 | 2.730,91 2.203,18
(Triliun Rupiah)

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026
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Tahun
Indikator 2023
2018 2019 2020 2021 2022 LT T

PDRB ADHK 2010 | 563 76 | 165014 | 1.61042 | 1.668,75| 1.757,82 | 1.379,392
(Triliun Rupiah)

PDRB Per Kapita 55,41 59,02 56,64 60,05 66,36 -
(Juta Rp.)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Sektor utama penopang sedangkan Pertanian cenderung

ekonomi Jawa Timur cenderung

sama, yaitu didominasi oleh
Industri Pengolahan, Perdagangan
Sektor

Pengolahan dan

dan Pertanian. Industri
Perdagangan

cenderung mengalami peningkatan,

mengalami penurunan. Pada tahun
2022 industri
pengolahan sebesar 30,60 persen,
perdagangan
pertanian 11,11 persen.

kontribusi

18,67 persen, dan

Tabel 2. 15 Kontribusi Sektor Utama PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha

Tahun
. Tren Kontribusi
Kategori 2023
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | s.d 2018 - 2023 TW III
TW III
Industri 29,75 | 30,32 | 30,68 | 30,72 | 30,60 | 30,06 —_ -
Pengolahan

Perdagangan | 18,19 | 18,49 | 17,92

18,46

18,67 | 18,76 | ——~_— 1

Pertanian 11,85

11,36 | 11,89 | 11,50

11,11 | 12,12 | ™

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Struktur PDRB menurut
Pengeluaran didominasi oleh
komponen Konsumsi Rumah
Tangga, Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB), Ekspor Luar Negeri
dan Konsumsi Pemerintah.

Kontribusi komponen tersebut
dalam 5 tahun terakhir cenderung
mengalami  penurunan kecuali

komponen Ekspor Luar Negeri yang
menunjukkan tren meningkat.

Tabel 2. 16 Kontribusi PDRB Jawa Timur menurut Pengeluaran

Kategori Tahun Tren Kontribusi
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2018-2022
Konsumsi //\,. =
Rumah 59,32 | 59,54 | 60,82 | 59,34 | 59,53
Tangga
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Kategori el Tren Kontribusi
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2018-2022

PMTB 28,36 | 28,56 | 28,18 | 27,11 | 27,15 ———
Ekspor Luar — &

: 13,57 | 12,30 | 14,04 | 14,15 | 14,08 | —_— -
Negeri
Konsumsi | 5531 559| 511| 502| 427 -
Pemerintah
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat
2.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi makro sebesar 5,02 persen, dengan
ekonomi Jawa Timur selama 5 pertumbuhan  tertinggi adalah
tahun terakhir menunjukkan trend Pengadaan  Listrik, Gas dan
positif, dimana  pertumbuhan Transportasi &  Pergudangan.

ekonominya selalu diatas Nasional
kecuali pada saat pandemi Covid-19
2020 yang mengalami
kontraksi sebesar 2,33 persen.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
pada tahun 2021 mulai tumbuh
membaik sebesar 3,5 persen dan
pada tahun 2022 sebesar 5,34
persen atau kembali tumbuh di atas
Nasional. Pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur sampai dengan
triwulan III tahun 2023 tumbuh

tahun

Faktor pendorong kedua lapangan
usaha tersebut adalah penambahan
produksi gas dan @ tingginya
permintaan es karena faktor cuaca
serta jumlah penum-pang
meningkat karena masa liburan
sekolah dan arus balik idul adha.
Seluruh  leading sector, yaitu
Industri, Pertanian, Perdagangan,
dan Konstruksi mengalami per-
tumbuhan positif.

Tabel 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Tahun
Pertumbuhan Ekonomi 2023
2019 2020 2021 2022 (TW TIT c-to-c)
Jawa Timur 5,53 -2,33 3,56 5,34 5,02
Nasional 5,02 -2,07 3,70 5,31 5,05

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi 38
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
paska pandemi Covid-19 tumbuh
positif. Kabupaten/Kota mengalami
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Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota

Surabaya, Kota Malang, Kota
Pasuruan, Kota Batu, Kota
Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro
(tanpa migas), Kabupaten
Mojokerto, Kota Mojokerto dan

Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Pacitan, Kota Madiun, dan
Kabupaten Jombang, sedangkan 23
Kabupa-ten/Kota lainnya tumbuh
di bawah Pertumbuhan Ekonomi
Jawa Timur.

Tabel 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur

Tahun
No Kab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022*
1 | Kab. Pacitan 5,47 5,08 -1,84 2,49 5,54
2 | Kab. Ponorogo 5,27 5,01 -0,9 3,19 3,24
3 | Kab. Trenggalek 5,03 5,08 -2,17 3,65 4,52
4 | Kab. Tulungagung 5,21 5,32 -3,09 3,53 5,22
5 | Kab. Blitar 5,10 5,12 -2,29 3,02 5,2
6 | Kab. Kediri 5,07 5,06 -2,41 3,06 4.9
7 | Kab. Malang 5,55 5,49 -2,68 3,12 5,13
8 | Kab. Lumajang 5,00 4,61 -2,79 3,14 4,43
9 | Kab. Jember 5,02 5,51 -2,98 4,00 4,53
10 | Kab. Banyuwangi 5,84 5,55 -3,58 4,09 4,43
11 | Kab. Bondowoso 5,08 5,30 -1,36 3,49 3,51
12 | Kab. Situbondo 5,46 5,44 -2,33 3,26 4,39
13 | Kab. Probolinggo 4,47 4,56 -2,12 3,35 4,52
14 | Kab. Pasuruan 5,73 5,83 -2,03 4,34 5,32
15 | Kab. Sidoarjo 6,01 5,99 -3,69 4,21 7,53
16 | Kab. Mojokerto 5,88 5,81 -1,11 4,12 5,82
17 | Kab. Jombang 5,29 5,10 -1,98 3,24 5,37
18 | Kab. Nganjuk 5,38 5,36 -1,71 3,61 4,84
19 | Kab. Madiun 5,10 5,42 -1,69 3,32 4,32
20 | Kab. Magetan 5,21 5,04 -1,64 3,04 3,89
21 | Kab. Ngawi 5,21 5,05 -1,69 2,55 3,19
22 | Kab. Bojonegoro 4,39 6,34 -0,4 -5,54 -6,16
23 | Kab. Tuban 5,15 5,14 -5,85 3,00 8,88
24 | Kab. Lamongan 5,44 5,43 -2,65 3,43 5,56
25 | Kab. Gresik 5,81 5,42 -3,68 3,79 7,38
26 | Kab. Bangkalan 4,22 1,03 -5,59 -2,07 -1,12
27 | Kab. Sampang 4,11 1,85 -0,29 0,22 2,31
28 | Kab. Pamekasan 5,46 4,92 -2,54 3,41 4,66
29 | Kab. Sumenep 3,63 0,14 -1,13 2,61 3,11
30 | Kota Kediri 5,43 5,47 -6,25 2,5 3,95
31 | Kota Blitar 5,82 5,84 -2,28 4,28 5,22
32 | Kota Malang 5,72 5,73 -2,26 4,21 6,32
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Tahun
No Kab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
33 | Kota Probolinggo 5,93 5,94 -3,64 4,06 6,12
34 | Kota Pasuruan 5,54 5,56 -4,33 3,64 6,22
35 | Kota Mojokerto 5,80 5,65 -3,69 3,65 5,56
36 | Kota Madiun 5,96 5,69 -3,39 4,79 5,52
37 | Kota Surabaya 6,19 6,09 -4,85 4,29 6,51
38 | Kota Batu 6,50 6,51 -6,46 4,04 6,18
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Ket. * : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
2.2.2.2 Kemiskinan
Pembangunan merupakan Berbagai upaya telah ditempuh

proses mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil dan merata.
Wujud kesejahteraan masyarakat

secara ekonomi ditunjukkan
dengan meningkatnya kemampuan
masyarakat untuk  memenuhi
kebutuhan hidup, yang ditun-
jukkan dengan  meningkatnya
tingkat konsumsi masyarakat.

pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk meningkatkan taraf kesejah-
teraan penduduknya, baik dari segi
peningkatan kinerja perekonomian

maupun upaya pemerataan
pembangunan. Dengan  upaya
tersebut, diharapkan terjadi
penurunan kemiskinan secara
berkelanjutan.

Tabel 2. 19 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Tahun
Persentase Penduduk
Miskin 2018 2019 2020 2021 2022 2L
(Maret)
Jawa Timur 10,85 | 10,20 | 11,46 | 10,59 10,49 10,35
Nasional 9,66 9,22 10,19 9,71 9,57 9,36

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase penduduk
miskin Jawa Timur menunjukkan
tren yang positif setelah kasus
pandemi covid-19 seiring dengan
semakin membaiknya  pereko-
nomian Jawa Timur. Persentase
Penduduk Miskin pada Maret 2023
sebesar 10,35 persen, mengalami
penurunan sebesar 0,14 persen
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poin terhadap September 2022
(10,49 persen). Sedangkan jumlah
Penduduk Miskin pada Maret 2023
sebesar 4,19 juta jiwa, berkurang
sebanyak 47,7 ribu jiwa terhadap
September 2022 (4,24 juta jiwa).
Penurunan penduduk miskin
memberi arti bahwa pengurangan
penduduk yang memiliki penge-

31



Gambaran Umum

luaran per kapita lebih rendah dari
garis kemiskinan.

Berbagai upaya  yang
ditempuh pemerintah mengurangi
penduduk miskin diantaranya
meningkatkan taraf kesejahteraan
penduduknya baik dari segi kinerja
perekonomiannya maupun pencip-
taan pemerataan kue pemba-
ngunan serta meningkatkan ketaja-

man sasaran program pengentasan
kemiskinan. Hal ini selaras dengan
Strategi penanganan kemiskinan
Jawa Timur yang antara lain
Meningkatkan pendapatan masya-
rakat miskin, Mengurangi pengelu-
aran masyarakat miskin, dan
mensinergikan  kebijakan  dan
program penanggulangan kemis-
kinan.

Tabel 2. 20
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
(Kondisi Maret)

- Kab /K Tahun

° ab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Kab. Pacitan 14,19 13,67 14,54 15,11 13,80 13,65
2 | Kab. Ponorogo 10,36 9,64 9,95 10,26 9,32 9,53
3 | Kab. Trenggalek 12,02 10,98 11,62 12,14 10,96 10,63
4 | Kab. Tulungagung 7,27 6,74 7,33 7,51 6,71 6,53
5 | Kab. Blitar 9,72 8,94 9,33 9,65 8,71 8,69
6 | Kab. Kediri 11,31 10,42 11,40 11,64 10,65 10,72
7 | Kab. Malang 10,37 9,47 10,15 10,5 9,55 9,45
8 | Kab. Lumajang 9,98 9,49 9,83 10,05 9,06 8,93
9 | Kab. Jember 9,98 9,25 10,09 10,41 9,39 9,51
10 | Kab. Banyuwangi 7,80 7,52 8,06 8,07 7,51 7,34
11 | Kab. Bondowoso 14,39 13,33 14,17 14,73 13,47 13,34
12 | Kab. Situbondo 11,82 11,20 12,22 12,63 11,78 11,9
13 | Kab. Probolinggo 18,71 17,76 18,61 18,91 17,12 17,19
14 | Kab. Pasuruan 9,45 8,68 9,26 9,7 8,96 9,24
15 | Kab. Sidoarjo 5,69 5,32 5,59 5,93 5,36 S
16 | Kab. Mojokerto 10,08 9,75 10,57 10,62 9,71 9,8
17 | Kab. Jombang 9,56 9,22 9,94 10 9,04 9,15
18 | Kab. Nganjuk 12,11 11,24 11,62 11,85 10,70 10,89
19 | Kab. Madiun 11,42 10,54 11,46 11,91 10,79 11,04
20 | Kab. Magetan 10,31 9,61 10,35 10,66 9,84 9,8
21 | Kab. Ngawi 14,83 14,39 15,44 15,57 14,15 14,4
22 | Kab. Bojonegoro 13,16 12,38 12,87 13,27 12,21 12,18
23 | Kab. Tuban 15,31 14,58 15,91 16,31 15,02 14,91
24 | Kab. Lamongan 13,80 13,21 13,85 13,86 12,53 12,42
25 | Kab. Gresik 11,89 11,35 12,40 12,42 11,06 10,96
26 | Kab. Bangkalan 19,59 18,90 20,56 21,57 19,44 19,35
27 | Kab. Sampang 21,21 20,71 22,78 23,76 | 21,61 21,76
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b Tahun

No Kab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
28 | Kab. Pamekasan 14,47 13,95 14,60 15,3 13,93 13,85
29 | Kab. Sumenep 20,16 19,48 20,18 20,51 18,76 18,7
30 | Kota Kediri 7,68 7,16 7,69 7,75 7,23 7,15
31 | Kota Blitar 7,44 7,13 7,78 7,89 | 7,37 7,3
32 | Kota Malang 4,10 4,07 4,44 4,62 4,37 4,26
33 | Kota Probolinggo 7,20 6,91 7,43 7,44 6,65 6,48
34 | Kota Pasuruan 6,77 6,46 6,66 6,88 6,37 6,6
35 | Kota Mojokerto 5,50 5,15 6,24 6,39 5,98 5,77
36 | Kota Madiun 4,49 4,35 4,98 5,09 4,76 4,74
37 | Kota Surabaya 4,88 4,51 5,02 523 | 4,72 | 4,65
38 | Kota Batu 3,89 3,81 3,89 409 | 3,79 | 3,31

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.3 Indeks Gini

Aspek pemerataan penda- ketimpangan distribusi penda-

patan merupakan hal yang penting
untuk dipantau, karena
pemerataan pendapatan merupa-
kan wukuran keberhasilan pem-
bangunan.
digunakan untuk mengukur ting-
kat ketimpangan pendapatan
secara menyeluruh pada suatu
daerah yaitu Indeks Gini. Indeks
gini adalah besaran yang digu-
nakan untuk mengukur derajat

Indikator yang sering

patan terhadap jumlah penduduk.
Angka gini rasio merupakan suatu
ukuran kemerataan yang ang-
kanya berkisar antara nol (pe-
merataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan sempurna). Perhi-
tungan Indeks Gini menggunakan
pendekatan pengeluaran, dengan
asumsi pengeluaran yang besar
maka pendapatannya besar pula.

Tabel 2. 21 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Tahun
Indeks Gini
2019 2020 2021 2022 2023
(Maret)

Jawa Timur 0,364 0,364 0,364 0,365 0,387

Nasional 0,380 0,385 0,381 0,381 0,388
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan :
G<0,3 = Ketimpangan rendah
0,3<G=<0,5 =Ketimpangan sedang, dan
G>0,5 = Ketimpangan tinggi
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Indeks gini Provinsi Jawa
Timur pada maret 2023 sebesar
0,387 mengalami kenaikan diban-
dingkan September 2022 sebesar
0,022 poin. Hal ini dikarenakan
dampak perubahan  Peraturan
Menteri Keuangan RI No. 201/
PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa 2023, Dana Desa untuk
BLT minimal 10 persen dan
maksimal 25 persen serta keluarga
desil 1 data pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan eks-trem.
Penyaluran BLT Dana Desa 2023
per 6 Maret 2023 sudah disalurkan

kepada 163.669 Ke-luarga
Penerima Manfaat (KPM) penerima
Bantuan Langsung Tu-nai (BLT),
lebih rendah dibanding-kan tahun
2022 (KPM sebanyak 800 ribu KPM
per bulan), sedang-kan kondisi
pasca pandemi men-jadikan
perekonomian golongan atas cepat
berkembang. Pada Ma-ret 2023 di
Jawa  Timur, distribusi total
pengeluaran untuk penduduk pada
kelompok 40 persen terbawah

mengalami penurunan baik di
wilayah perkotaan maupun
perdesaan.

Tabel 2. 22 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

Tahun

No Kab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Kab. Pacitan 0,35 0,40 0,351 0,337 0,338
2 | Kab. Ponorogo 0,35 0,35 0,380 0,369 0,336
3 | Kab. Trenggalek 0,39 0,37 0,379 0,335 0,331
4 | Kab. Tulungagung 0,37 0,30 0,336 0,327 0,342
5 | Kab. Blitar 0,38 0,33 0,348 0,353 0,335
6 | Kab. Kediri 0,33 0,30 0,325 0,330 0,329
7 | Kab. Malang 0,38 0,38 0,371 0,367 0,368
8 | Kab. Lumajang 0,32 0,30 0,297 0,309 0,349
9 | Kab. Jember 0,34 0,30 0,318 0,336 0,301
10 | Kab. Banyuwangi 0,31 0,31 0,316 0,373 0,329
11 | Kab. Bondowoso 0,35 0,30 0,329 0,334 0,365
12 | Kab. Situbondo 0,36 0,32 0,305 0,323 0,298
13 | Kab. Probolinggo 0,34 0,33 0,326 0,326 0,275
14 | Kab. Pasuruan 0,32 0,31 0,346 0,344 0,325
15 | Kab. Sidoarjo 0,35 0,31 0,340 0,347 0,373
16 | Kab. Mojokerto 0,31 0,27 0,325 0,294 0,327
17 | Kab. Jombang 0,32 0,33 0,334 0,332 0,31
18 | Kab. Nganjuk 0,31 0,42 0,335 0,308 0,301
19 | Kab. Madiun 0,33 0,33 0,357 0,359 0,354
20 | Kab. Magetan 0,38 0,36 0,324 0,357 0,352
21 | Kab. Ngawi 0,35 0,34 0,337 0,309 0,3

22 | Kab. Bojonegoro 0,35 0,31 0,303 0,340 0,28
23 | Kab. Tuban 0,36 0,30 0,337 0,345 0,345
24 | Kab. Lamongan 0,31 0,32 0,296 0,292 0,273
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Tahun
No Kab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
25 | Kab. Gresik 0,27 0,28 0,299 0,313 0,363
26 | Kab. Bangkalan 0,29 0,31 0,322 0,303 0,306
27 | Kab. Sampang 0,26 0,27 0,262 0,268 0,28
28 | Kab. Pamekasan 0,33 0,34 0,320 0,323 0,305
29 | Kab. Sumenep 0,25 0,30 0,256 0,294 0,266
30 | Kota Kediri 0,33 0,32 0,346 0,374 0,371
31 | Kota Blitar 0,35 0,34 0,344 0,370 0,381
32 | Kota Malang 0,41 0,34 0,395 0,407 0,421
33 | Kota Probolinggo 0,31 0,27 0,311 0,299 0,322
34 | Kota Pasuruan 0,34 0,31 0,301 0,350 0,36
35 | Kota Mojokerto 0,34 0,31 0,355 0,334 0,381
36 | Kota Madiun 0,36 0,35 0,392 0,345 0,398
37 | Kota Surabaya 0,36 0,41 0,344 0,351 0,388
38 | Kota Batu 0,33 0,32 0,333 0,312 0,308

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan
Gender (IPG) merupakan salah satu
indikator hasil pengembangan dari
penghitungan IPM. Tujuan peng-
hitungan IPG adalah untuk
mengetahui seberapa jauh pemba-
ngunan yang telah dilaksanakan
oleh  Pemerintah, berimplikasi
kepada pembangunan perempuan.
IPG merupakan perbandingan IPM
perempuan terhadap IPM laki-laki.
Perkembangan Capaian Indeks
Pembangunan Gender (IPG) di Jawa
Timur selama tahun 2018-2022

menunjukkan kinerja yang semakin
membaik. Hal ini dibuktikan
dengan capaian IPG Jawa Timur
mulai tahun 2020 berada diatas
Nasional. Kesetaraan pemba-
ngunan manusia selalu diupayakan
di Jawa Timur, dengan mengupa-
yakan kenaikan IPM perempuan.
Pemerintah Jawa Timur melalui
program pembangunannya, ber-
upaya untuk memningkatkan IPM
perempuan, khususnya pada
indeks pendidikan dan pengeluaran
perkapita yang disesuaikan.

Tabel 2. 23 Indeks Pembangunan Gender

Tahun
No Indeks Pembangunan Gender
2018 2019 2020 2021 2022
1 Jawa Timur 90,77 90,91 91,07 91,67 92,08
2 Nasional 90,99 91,07 91,06 91,27 91,63

Sumber : BPS RI
Indeks Pembangunan Gender

setiap tahunya mengalami pening-
katan. Terdapat 18 kabupaten/kota
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Provinsi Jawa Timur, namun masih
terdapat 20 kabupaten/kota yang
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capaianya di bawah
Provinsi Jawa Timur.

rata-rata

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur

No Kab/Kota Tahun

2018 2019 2020 2021 2022
1 | Kab. Pacitan 84,44 85,13 84,87 85,09 | 85,65
2 | Kab. Ponorogo 93,00 93,34 93,56 93,65 | 93,96
3 | Kab. Trenggalek 92,52 92,74 92,93 92,56 | 92,41
4 | Kab. Tulungagung 95,75 95,63 95,48 95,52 | 95,63
5 | Kab. Blitar 92,33 92,73 92,70 92,76 | 93,22
6 | Kab. Kediri 92,81 92,70 93,07 92,9 92,85
7 | Kab. Malang 88,38 88,66 88,68 88,34 | 88,35
8 | Kab. Lumajang 87,88 88,04 88,09 88,39 | 88,77
9 | Kab. Jember 84,23 84,30 84,66 84,82 | 85,31
10 | Kab. Banyuwangi 86,44 86,81 86,66 86,96 | 87,26
11 | Kab. Bondowoso 89,89 90,42 90,68 90,75 | 91,10
12 | Kab. Situbondo 86,69 87,11 87,06 87,16 | 87,32
13 | Kab. Probolinggo 84,86 84,95 85,38 85,39 | 86,02
14 | Kab. Pasuruan 90,41 90,68 90,48 90,89 | 91,02
15 | Kab. Sidoarjo 93,33 93,79 94,13 94,26 | 94,68
16 | Kab. Mojokerto 90,15 90,65 91,10 91,24 | 91,37
17 | Kab. Jombang 89,94 90,37 90,15 90,23 | 90,51
18 | Kab. Nganjuk 93,26 93,27 93,26 93,76 | 93,89
19 | Kab. Madiun 91,13 91,81 91,79 91,77 | 92,14
20 | Kab. Magetan 92,93 93,16 93,36 93,65 | 93,88
21 | Kab. Ngawi 91,72 92,52 92,19 92,32 | 92,53
22 | Kab. Bojonegoro 89,77 89,98 90,17 90,21 | 90,63
23 | Kab. Tuban 87,34 87,63 87,78 88,06 | 88,39
24 | Kab. Lamongan 88,00 88,40 88,59 88,99 | 89,50
25 | Kab. Gresik 89,72 90,05 89,93 90,2 90,78
26 | Kab. Bangkalan 86,38 86,93 86,88 86,95 | 87,35
27 | Kab. Sampang 84,33 84,79 85,50 86,32 | 86,79
28 | Kab. Pamekasan 85,50 86,05 86,17 86,5 86,83
29 | Kab. Sumenep 80,11 80,72 80,81 81,18 | 81,88
30 | Kota Kediri 94,48 94,53 94,39 94,21 | 94,53
31 | Kota Blitar 97,60 97,80 97,46 97,36 | 97,37
32 | Kota Malang 94,71 94,72 94,97 95,24 | 95,54
33 | Kota Probolinggo 95,56 95,91 95,87 96,01 | 96,24
34 | Kota Pasuruan 96,02 96,18 96,16 96,27 | 96,74
35 | Kota Mojokerto 93,05 93,18 93,26 93,47 | 93,63
36 | Kota Madiun 93,47 94,05 94,38 94,42 | 94,57
37 | Kota Surabaya 93,57 93,60 93,58 93,9 94,21
38 | Kota Batu 89,27 89,71 89,72 89,89 | 90,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
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2.2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di
Jawa Timur yang ditunjukkan
melalui Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya dan
berada diatas Nasional.
Pertumbuhan IPM 2023 mengalami
percepatan dari tahun sebelumnya.
Seluruh dimensi pembentuk IPM
mengalami peningkatan, terutama
umur panjang dan hidup sehat dan
standar hidup layak. Sejak tahun
2020, status pembangunan
manusia Jawa Timur sudah berada
di level “tinggi”. Selama 2020-2023,
IPM Jawa Timur rata-rata
meningkat sebesar 0,73 persen per
tahun.

Pada dimensi umur panjang
dan hidup sehat, bayi yang lahir
pada tahun 2023 memiliki harapan
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untuk dapat hidup hingga 74,87
tahun. Pada dimensi pengetahuan,
harapan lama sekolah (HLS)
penduduk umur 7 tahun meningkat
menjadi 13,38 tahun, sedangkan
rata-rata lama sekolah (RLS)
penduduk umur 25 tahun ke atas
meningkat menjadi 8,11 tahun
pada tahun 2023. Dimensi standar
hidup layak yang diukur
berdasarkan rata-rata pengeluaran
riil per kapita per tahun (yang
disesuaikan) meningkat 429 ribu
rupiah (3,58 persen) dibandingkan
tahun sebelumnya. Sumber data
umur harapan hidup saat lahir
menggunakan hasil Long Form
SP2020, sedangkan sumber data
HLS, RLS, dan pengeluaran riil per
kapita per tahun menggunakan
hasil Susenas Maret.

Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Tah
Indeks Pembangunan atun

Manusia (IPM

anusia (IPM) 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Jawa Timur 70,77 | 71,50 |73,04 |73.48 |7405 |74,65
Nasional 7139 | 71,92 |7281 |73,16 |73,77 |74,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

IPM tertinggi Jawa Timur
tahun 2023 tercatat di Kota Malang
sebesar 84,00, hal yang sama juga
terjadi untuk tahun sebelumnya.
Terdapat sebanyak 7 daerah dengan
IPM berkategori “sangat tinggi”,
yaitu Kota Surabaya, Kota Madiun,
Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota
Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

Sidoarjo. Di samping itu, daerah
dengan kategori IPM  “tinggi”
sebanyak 27  kabupaten/kota,
sedangkan daerah berkategori IPM
“sedang” sebanyak 4
kabupaten/kota. Kabupaten di
Jawa Timur yang IPM-nya “naik
kelas” tahun ini adalah Kabupaten
Jember, Kabupaten Situbondo,
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Kabupaten Probolinggo, dan
Kabupaten Pamekasan, dari IPM

Pamekasan (1,4 persen), sementara
pertumbuhan terendah terjadi di

berkategori “sedang” ke “tinggi”. Kabupaten Lamongan (0,61

Pertumbuhan IPM tertinggi tahun persen).

2023 terjadi di Kabupaten

Tabel 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur
Tahun
No | Kab/Kota
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Kab. Pacitan 67,33 68,16 69,28 69,45 | 70,19 | 70,94
2 Kab. Ponorogo 69,91 70,56 71,57 71,81 72,59 73,18
3 Kab. Trenggalek 68,71 69,46 70,10 70,40 | 71,28 |71,96
4 Kab. Tulungagung 71,99 72,62 73,15 73,29 74,14 74,65
5 Kab. Blitar 69,93 70,57 71,02 71,48 | 72,25 | 72,84
6 Kab. Kediri 71,01 71,85 72,80 73,31 | 74,20 | 74,68
7 Kab. Malang 69,40 70,35 71,24 71,48 | 72,23 73,00
8 Kab. Lumajang 64,83 65,33 67,04 67,65 | 68,48 | 69,37
9 Kab. Jember 65,96 66,69 69,01 69,20 | 69,80 | 70,42
10 | Kab. Banyuwangi 70,06 70,60 71,85 72,62 | 73,15 | 73,79
11 | Kab. Bondowoso 65,27 66,09 69,10 69,24 | 69,91 | 70,56
12 | Kab. Situbondo 66,42 67,09 68,94 69,34 | 69,76 | 70,65
13 | Kab. Probolinggo 64,85 65,60 68,77 68,94 | 69,56 | 70,36
14 Kab. Pasuruan 67,41 68,29 70,20 70,54 71,29 71,91
15 | Kab. Sidoarjo 79,50 80,05 80,65 81,01 81,37 | 81,88
16 | Kab. Mojokerto 72,50 73,53 74,58 74,90 | 75,61 |76,23
17 | Kab. Jombang 72,64 72,85 73,63 74,10 | 74,66 | 75,16
18 | Kab. Nganjuk 71,86 71,71 72,78 73,03 | 73,95 | 74,70
19 | Kab. Madiun 71,23 71,69 72,94 73,07 | 73,51 | 74,02
20 | Kab. Magetan 71,01 73,49 74,85 75,08 | 75,76 | 76,30
21 | Kab. Ngawi 72,91 70,41 71,49 71,97 | 72,62 |73,28
22 Kab. Bojonegoro 69,91 68,75 70,18 70,70 71,15 71,80
23 | Kab. Tuban 67,43 68,37 69,60 70,10 | 70,79 | 71,40
24 Kab. Lamongan 71,97 72,57 73,44 73,97 74,83 75,29
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Tahun

No | Kab/Kota

2018 2019 2020 2021 2022 2023
25 Kab. Gresik 75,28 76,10 76,59 76,98 77,62 78,44
26 Kab. Bangkalan 62,87 63,79 65,17 65,42 66,11 66,82
27 Kab. Sampang 61,00 61,94 64,75 64,86 65,44 66,19
28 Kab. Pamekasan 65,41 65,94 68,65 68,78 69,35 70,32
29 Kab. Sumenep 65,25 66,22 67,15 067,74 68,49 09,13
30 Kota Kediri 77,58 78,08 78,78 79,15 80,12 80,97
31 Kota Blitar 77,58 78,56 78,88 79,27 80,15 80,78
32 Kota Malang 80,89 81,32 82,19 82,77 83,38 84,00
33 Kota Probolinggo 72,53 73,27 74,81 75,20 76,08 76,93
34 Kota Pasuruan 74,78 75,25 76,47 76,83 77,71 78,30
35 Kota Mojokerto 77,14 77,96 78,95 79,34 80,19 80,90
36 Kota Madiun 80,33 80,88 81,93 82,27 83,02 83,71
37 Kota Surabaya 81,74 82,22 82,76 82,94 83,32 83,99
38 Kota Batu 75,04 75,88 76,82 77,21 78,13 79,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

2.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran

terbuka

meliputi mereka yang tidak mau

bekerja
pekerjaan

(penganggur

karena
yang

mengharapkan
lebih
sukarela)

baik
maupun

mereka yang mau bekerja tetapi
tidak memperoleh pekerjaan
(penganggur terpaksa). Salah satu

ukuran keberhasilan kinerja suatu
daerah dalam hal
pengangguran bila diamati dari sisi

ketenagakerjaan

penanganan

adalah dengan
melihat tinggi rendahnya Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tahun
Tingkat Pengangguran Terbuka
2019 2020 2021 2022 2023
Jawa Timur 3,82 5,84 5,74 5,49 4,88
Nasional 5,23 7,07 6,49 5,86 5,32
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Tingkat Pengangguran dan memiliki kecenderungan

Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap
tahunnya selalu dibawah Nasional

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

menurun. TPT Jawa Timur tahun
2023 sebesar 4,88 persen, turun
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0,61 persen poin dibanding tahun
2022. Berdasarkan wilayah, TPT
perkotaan pada tahun 2023 sebesar
5,58 persen mengalami penurunan
sebesar 2,18 persen poin dibanding
tahun 2022, sedangkan TPT
perdesaan sebesar 4,01 persen
mengalami peningkatan sebesar
1,23 persen poin. Menurut jenis
kelamin, TPT laki-laki sebesar 4,94
persen, lebih tinggi dibanding TPT
perempuan sebesar 4,8 persen poin.

Isu yang masih terjadi dalam
pengangguran adalah TPT lulusan
SMK yang menunjukkan angka
tertinggi dibandingkan penduduk
usia kerja dengan  jenjang
pendidikan lainnya. Tingginya TPT
pada lulusan SMK dan juga pada
lulusan Perguruan Tinggi, selain isu
link and match antara
kemampuan/skill dengan keterse-
diaan lapangan pekerjaan juga

kemungkinan besar karena
karakteristik angkatan kerja pada
jenjang pendidikan ini cenderung
untuk mencari pekerjaan yang
sesuai dengan keahlian yang
dimiliki terutama pada kelompok
pendatang baru di pasar kerja
sehingga waktu tunggu dari saat
menyatakan terjun di pasar kerja
atau  berniat untuk  mencari
pekerjaan  hingga  memperoleh
pekerjaan yang sesuai akan relatif
lebih lama dibanding angkatan kerja
pada jenjang lain. Pelaksanaan job
fair bisa menjadi salah satu sarana
untuk memangkas waktu tunggu
karena bisa mempercepat
pertemuan antara pencari Kkerja
berkemampuan khusus ini dengan
penyedia lapangan pekerjaan yang
membutuhkan tenaga kerja dengan
kemampuan khusus tersebut.

Tabel 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

- el 7 Tahun

° ab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Kab. Pacitan 1,43 0,95 2,28 2,04 3,65 1,83
2 | Kab. Ponorogo 3,87 3,58 4,45 4,38 5,51 4,66
3 | Kab. Trenggalek 4,17 3,43 4,11 3,53 5,37 4,52
4 | Kab. Tulungagung 2,61 3,36 4,61 491 6,65 5,65
5 | Kab. Blitar 3,37 3,11 3,82 3,66 5,45 491
6 | Kab. Kediri 4,25 3,68 5,24 5,15 6,83 5,79
7 | Kab. Malang 3,24 3,82 5,49 5,40 6,57 5,70
8 | Kab. Lumajang 2,55 2,81 3,36 3,51 4,97 3,67
9 | Kab. Jember 4.09 3,80 5,12 5,44 4.06 4.01
10 | Kab. Banyuwangi 3,67 4,08 5,34 5,42 5,26 4,75
11 | Kab. Bondowoso 3,90 2,96 4,13 4.46 4,32 4.15
12 | Kab. Situbondo 1,92 2,82 3,85 3,68 3,38 3,27
13 | Kab. Probolinggo 4,15 3,88 4,86 4,55 3,25 3,24
14 | Kab. Pasuruan 6,11 5,42 6,24 6,03 5,91 5,48
15 | Kab. Sidoarjo 4,73 4,72 10,97 10,87 8,80 8,05
16 | Kab. Mojokerto 427 3,68 5,75 5,54 4,83 4.67
17 | Kab. Jombang 4,64 4,39 7,48 7,09 5,47 4,66
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- el Tahun
° ab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
18 | Kab. Nganjuk 2,64 3,22 4,80 4,98 4,74 4,68
19 | Kab. Madiun 3,81 3,62 4,80 4,99 5,84 5,14
20 | Kab. Magetan 3,92 3,08 3,74 3,86 4,33 4,16
21 | Kab. Ngawi 3,83 3,70 5,44 4,25 2,48 2,41
22 | Kab. Bojonegoro 4,19 3,70 4,92 4,82 4,69 4,63
23 | Kab. Tuban 2,83 2,76 4,81 4,68 4,54 4,40
24 | Kab. Lamongan 3,17 4,00 5,13 4,90 6,05 5,46
25 | Kab. Gresik 5,82 5,54 8,21 8,00 7,84 6,82
26 | Kab. Bangkalan 5,25 5,84 8,77 8,07 8,05 6,18
27 | Kab. Sampang 2,41 2,81 3,35 3,45 3,11 2,72
28 | Kab. Pamekasan 2,92 2,32 3,49 3,10 1,40 1,74
29 | Kab. Sumenep 1,79 2,17 2,84 2,31 1,36 1,71
30 | Kota Kediri 3,63 4,22 6,21 6,37 4,38 4,06
31 | Kota Blitar 4,06 4,64 6,68 6,61 5,39 5,24
32 | Kota Malang 6,79 6,04 9,61 9,65 7,66 6,80
33 | Kota Probolinggo 3,64 4,41 6,70 6,55 4,57 4,53
34 | Kota Pasuruan 4,55 5,06 6,33 6,23 6,18 5,64
35 | Kota Mojokerto 2,45 2,65 6,74 6,87 5,05 4,73
36 | Kota Madiun 3,85 4,01 8,32 8,15 6,39 5,85
37 | Kota Surabaya 6,12 5,87 9,79 9,68 7,62 6,76
38 | Kota Batu 3,12 2,48 5,93 6,57 8,43 4,52
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
2.2.2.7 Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi meru- perlu dilakukan penajaman
pakan sebuah kewajiban yang sehingga dapat menghasilkan
melekat pada suatu Instansi multiplier effect pada  sector
Pemerintah agar dapat melaksa- lainnya. Upaya percepatan
nakan roda pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi

baik
katalisator

dan mampu

dalam

menjadi
pencapaian
pembangunan. Upaya mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik
melalui  percepatan  Reformasi
Birokrasi tentu harus menjadi salah
satu perhatian utama.

Ekspektasi masyarakat
terhadap birokrasi semakin hari
semakin tinggi. Pelaksanaan

reformasi birokrasi yang saat ini

telah dan sedang dilaksanakan
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dengan melaksanakan monitoring
dan evaluasi secara berkala perlu
ditingkatkan untuk memastikan
bahwa reformasi birokrasi telah
berjalan dengan baik. Gambaran
reformasi birokrasi telah
dilaksanakan dengan baik tentunya
tidak hanya menggunakan dasar
dokumen perencanaan dan
pelaksanaan tertulis saja, akan
tetapi lebih dari itu, dapat dilihat
implementasi pada setiap
pelaksanaan reformasi birokrasi.
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Tabel 2. 29 Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Reformasi Birokrasi 72,81 | 73,83 | 76,38 76,71 80,11

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi
di Jawa Timur pada tahun 2018
sebesar 72,81, kemudian terus
meningkat hingga tahun 2022
menjadi 80,11. Berdasarkan hasil
evaluasi atas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022,
untuk pertama kalinya Pemerintah
Provinsi Jawa Timur memperoleh
kategori A. hasil evaluasi tersebut
menunjukkan bahwa Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah berupaya
untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik
melalui perbaikan berkelanjutan
yang ditandai dengan mening-
katnya nilai pada area pemenuhan
dan reform reformasi birokrasi.

Dalam rangka mening-
katkan kualitas tata kelola birokrasi
serta menumbuhkan budaya

integritas, kinerja dan melayani di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur terdapat beberapa hal
yang perlu disempurnakan, di-

antaranya: menindak lanjuti
seluruh rekomendasi hasil evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi

dan perbaikan beberapa penilaian
hasil seperti ASN Profesional dan
Kualitas Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa. Sebagaimana
tercantum dalam Laporan Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Tahun 2022 Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia.

Selain itu, untuk menjaga
kesesuaian dengan isu strategis
terkini dan menyesuaikan dengan
kebijakan dari pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
melakukan penajaman terhadap
Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024 dengan
menyusun Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 38
Tahun 2020 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2020-2024.

Secara khusus aspek aspek yang
perlu ditajamkan adalah :

a. Substansi tujuan, sasaran dan
indikator = keberhasilan = RB
dalam Road Map RB Nasional
pada umumnya dan RB daerah
khususnya yang sepenuhnya
mampu menjawab isu strategis
nasional dan internasional
terkait dengan pembangunan
nasional, daya saing pemerin-
tahan, pemberantasan korupsi
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dan isu isu strategis yang perlu
dijawab dengan akselerasi RB.

b. Sasaran program pembangunan
bersifat lintas sektor dan lintas
instansi Pemerintah, sehingga
memerlukan strategi RB untuk
mengorkestrasi percepatan
pencapaian  sasaran lintas
sektor dan instansi.

c. Pengelolaan RB yang fokus
untuk percepatan pencapaian
tujuan dan sasaran strategi RB
dengan penyelesaian terhadap
akar masalah melalui perbaikan
sistem dan manajemen internal,
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serta isu prioritas antara lain
kemiskinan dan investasi.

d. Kolaborasi pelaksanaan RB
yang cenderung silo khususnya
antara instansi pengampu
indeks dapat berdampak pada
pengukuran RB yang tidak
efektif, sehingga dibutuhkan
indikator RB yang paling relevan
dan signifikan untuk mengukur

keberhasilan RB, sehingga
diperlukan penyederhanaan,
sinergi dan integrasi antar

indikator kinerja yang sejenis.

2.2.2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan IKLH Provinsi
Jawa Timur dalam kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir, yaitu Tahun
2019-2022 cenderung meningkat
serta melampaui target yang
ditetapkan. Peningkatan  IKLH
Tahun 2022 dibandingkan Tahun
2021 tidak terlepas dari adanya
berbagai upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Timur secara intensif baik
melalui kegiatan fisik (penyediaan
sarana dan prasarana pengelolaan
sampah, rehabilitasi lahan kritis,
dan sebagainya) maupun kegiatan
non fisik (pengawasan, pembinaan,
penyusunan kebijakan, dan
sebagainya) dengan turut
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melibatkan para stakeholder
terkait. Namun pada tahun 2023
terjadi penurunan dikarenakan

belum optimalnya pengelolaan air
limbah domestik serta UMKM
sehingga air limbah yang dihasilkan
masih belum memnuhi baku mutu.
IKLH Provinsi Jwa Timur perlu
ditingkatkan  khususnya  pada
capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
yang masih berada dalam kategori
kurang dan cenderung memperoleh

berbagai tekanan = diantaranya
pencemaran kualitas air akibat
kegiatan domestik maupun

komersial, serta peningkatan alih
fungsi maupun kebakaran lahan
dan hutan.

43



Gambaran Umum

Tabel 2. 30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Tahun
Indikator
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) 66,36 | 67,10 | 67,70 | 68,49 | 69,92 | 69,59
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Di sisi lain terkait dengan dipertahankan bahkan
capaian IKLH Kabupaten/Kota di ditingkatkan khususnya bagi
Jawa Timur cenderung dinamis Kabupaten/Kota yang memiliki
namun masih berada di dalam capaian IKLH dalam kategori
kategori sedang  (SO<IKLH<70) sedang sama halnya dengan

sampai dengan baik (70<IKLH<90).
Pada Tahun 2022 terdapat 32

Kabupaten/Kota  yang  berada
dalam kategori sedang dan 6
Kabupaten/Kota  yang  berada

dalam kategori baik. Hal ini perlu

Provinsi Jawa Timur seiring dengan
meningkatnya tekanan terhadap
lingkungan karena adanya
peningkatan jumlah dan aktivitas
penduduk di Jawa Timur.

Tabel 2. 31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur

. Kab/K Tahun

° ab/Kota 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Kab. Pacitan 73,31 73,47 72,62 | 71,68 | 64,96
2 | Kab. Ponorogo 72,48 70,54 78,50 | 69,48 | 70,54
3 | Kab. Trenggalek 64,30 64,92 67,69 | 67,82 | 74,27
4 | Kab. Tulungagung 73,48 71,23 63,68 | 63,68 | 64,85
5 | Kab. Blitar 69,50 69,90 66,74 | 67,17 66,8
6 | Kab. Kediri - 64,27 63,10 | 55,44 | 64,79
7 | Kab. Malang 70,60 80,65 78,94 | 60,78 | 67,52
8 | Kab. Lumajang 76,78 77,55 74,84 | 63,21 | 64,65
9 | Kab. Jember 69,37 70,42 75,00 | 63,12 | 69,35
10 | Kab. Banyuwangi 67,96 67,23 68,66 | 70,61 71,2
11 | Kab. Bondowoso - 64,63 71,06 | 66,39 | 68,97
12 | Kab. Situbondo - 72,53 72,05 | 74,49 | 73,02
13 | Kab. Probolinggo 69,42 62,16 63,40 | 64,17 | 60,38
14 | Kab. Pasuruan 57,10 57,37 62,54 | 63,13 | 59,78
15 | Kab. Sidoarjo 55,10 61,03 65,30 | 59,81 | 57,54
16 | Kab. Mojokerto 62,37 61,67 65,82 | 69,75 | 69,92
17 | Kab. Jombang 73,57 65,44 72,09 | 64,03 | 61,73
18 | Kab. Nganjuk 66,50 71,98 62,28 | 64,28 | 67,37
19 | Kab. Madiun 77,91 75,98 76,58 | 66,69 | 70,45
20 | Kab. Magetan 66,36 67,54 82,30 | 62,04 | 64,78

YA
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Tahun

No Kab/Kota

2018 2019 2020 2021 2022
21 | Kab. Ngawi - 73,09 68,01 | 65,44 | 65,90
22 | Kab. Bojonegoro 64,89 69,01 72,38 | 64,95 | 68,25
23 | Kab. Tuban - 67,55 68,76 | 66,43 | 65,53
24 | Kab. Lamongan 66,20 67,92 72,67 | 64,92 | 64,70
25 | Kab. Gresik - 73,99 74,25 | 53,40 | 58,15
26 | Kab. Bangkalan - 64,39 66,09 | 55,36 | 56,84
27 | Kab. Sampang - 73,70 72,53 | 62,28 | 60,31
28 | Kab. Pamekasan - 59,74 61,79 | 60,55 | 64,04
29 | Kab. Sumenep 74,74 76,55 73,94 | 65,73 | 65,20
30 | Kota Kediri 58,29 63,24 63,57 | 61,06 | 63,59
31 | Kota Blitar - 63,12 66,52 | 61,75 | 64,15
32 | Kota Malang - 65,27 75,98 | 62,99 | 57,04
33 | Kota Probolinggo 56,51 56,51 64,40 | 70,20 | 60,85
34 | Kota Pasuruan 67,28 66,34 64,92 | 66,02 | 56,72
35 | Kota Mojokerto - 65,24 57,73 | 58,08 | 60,57
36 | Kota Madiun 64,22 63,87 65,42 | 58,99 | 58,13
37 | Kota Surabaya 61,34 61,43 60,96 | 67,78 | 55,97
38 | Kota Batu 72,15 73,25 83,52 | 72,24 | 75,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2.2.2.9 Indeks Risiko Bencana
Capaian Indeks Risiko menjadi 108,69 yang berarti

Bencana terus menurun hingga
Tahun 2022 sebesar 108,69 dan
masuk dalam kelas sedang. Mulai
tahun 2019 Indeks Resiko Bencana
dihitung di 38 Kabupaten/Kota di
Jawa Timur, sedangkan pada
tahun-tahun sebelumnya hanya
sebagian dari Kabupaten/Kota yang
dijadikan sebagai sampel. Capaian
Indeks Risiko Bencana terus
menurun hingga Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
semakin serius dalam
menanggulangi bencana. Hal ini
dikarenakan indeks  kapasitas
daerah mengalami kenaikan,
dimana kenaikan ini dikarenakan 7
prioritas penilaian kapasitas daerah
sudah terpenuhi di Tahun 2022.
Klasifikasi Indeks Risiko Bencana
adalah: (a) Tinggi (>144); (b) Sedang
(13 — 144); (c) Rendah (<13).

Tabel 2. 32 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Tahun
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Risiko Bencana 152,40 | 137,88 | 126,42 | 117,26 | 108,69 | 101,65*

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ket. *) : Angka Sementara
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Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua
Kabupaten/Kota di Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa semua
Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana.
Seluruh Kabupaten/Kota memiliki nilai Indeks Risiko Bencana kelas sedang
sama halnya dengan Jawa Timur.

Tabel 2. 33 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsni Jawa Timur

Tahun
No Kab/Kota
2018 2019 2020 2021 2022

1 | Kab. Pacitan 126,21 123,14 | 121,27 | 116,39 | 111,05
2 Kab. Ponorogo 140,77 127,14 115,60 | 106,50 99,83
3 | Kab. Trenggalek 170,91 151,25 | 151,25 | 151,25 | 136,02
4 | Kab. Tulungagung 169,75 151,42 | 137,68 | 126,28 | 118,03
5 | Kab. Blitar 198,06 178,37 | 160,26 | 146,14 | 134,86
6 | Kab. Kediri 163,09 144,43 | 131,50 | 121,46 | 112,47
7 | Kab. Malang 142,10 137,09 | 133,20 | 128,84 | 124,34
8 | Kab. Lumajang 129,74 123,84 | 117,76 | 113,78 | 110,47
9 | Kab. Jember 198,80 182,18 | 158,19 | 146,30 | 137,23
10 | Kab. Banyuwangi 168,29 151,91 137,92 | 127,80 | 120,26
11 | Kab. Bondowoso 166,00 150,96 | 128,75 | 112,39 | 105,17
12 | Kab. Situbondo 168,40 149,35 | 128,39 | 113,48 | 102,44
13 | Kab. Probolinggo 162,29 156,70 | 141,16 | 128,87 | 119,66
14 | Kab. Pasuruan 214,00 180,34 | 156,26 | 139,18 | 126,32
15 | Kab. Sidoarjo 85,29 81,62 79,15 75,95 72,69
16 | Kab. Mojokerto 163,60 140,94 | 123,74 | 110,06 99,84
17 | Kab. Jombang 154,80 138,40 | 128,55 | 119,16 | 110,18
18 | Kab. Nganjuk 152,80 132,87 | 118,22 | 107,88 99,67
19 | Kab. Madiun 155,20 134,81 130,18 | 121,35 | 113,47
20 | Kab. Magetan 152,80 135,80 | 131,26 | 115,72 | 103,51
21 | Kab. Ngawi 143,20 131,06 | 119,98 | 119,98 | 109,72
22 | Kab. Bojonegoro 96,93 93,63 90,44 87,55 84,39
23 | Kab. Tuban 175,20 160,38 | 145,00 | 133,04 | 123,10
24 | Kab. Lamongan 139,55 125,33 | 115,86 | 107,52 99,50
25 | Kab. Gresik 101,35 99,29 99,29 96,50 94,89
26 | Kab. Bangkalan 139,01 129,50 | 118,71 | 109,55| 102,13
27 | Kab. Sampang 154,80 140,63 | 127,19 | 116,36 | 106,15
28 | Kab. Pamekasan 180,40 172,53 160,19 | 139,45 | 120,85
29 | Kab. Sumenep 204,80 184,62 160,35 | 146,19 | 133,27
30 | Kota Kediri 140,80 122,79 | 109,69 97,63 86,98
31 | Kota Blitar 132,00 118,79 | 106,06 | 102,65 96,75
32 | Kota Malang 113,60 100,77 91,26 82,25 73,13
33 | Kota Probolinggo 148,40 129,83 114,16 | 104,10 | 101,33
34 | Kota Pasuruan 158,40 136,22 123,69 | 115,23 | 108,09
35 | Kota Mojokerto 142,80 133,95 | 120,57 | 120,57 | 110,59
36 | Kota Madiun 136,00 121,28 | 116,73 | 116,73 | 108,85
37 | Kota Surabaya 166,80 150,34 150,34 | 136,36 | 124,93
38 | Kota Batu 134,40 116,06 | 104,09 95,31 88,04

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
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2.2.2.10 Nilai Tukar Petani

Perhitungan Nilai Tukar
Petani (NTP) pada tahun 2015
hingga 2018 menggunakan tahun
dasar 2012 = 100, sedangkan mulai
tahun 2019 menggunakan tahun
dasar 2018 = 100. NTP Provinsi
Jawa Timur menunjukkan
dinamika dan fluktuasi selama
periode 2018 hingga 2022. Pada
tahun 2018 dan 2019, NTP
mengalami peningkatan mencapai
108,53. Namun, pada tahun 2020,
NTP mengalami penurunan
signifikan menjadi 100,77,
mengindikasikan adanya tekanan
ekonomi pada petani. Meskipun
pada tahun 2021 dan 2022 NTP
kembali meningkat, tetapi tetap di
level yang lebih rendah (100,01 dan

Gambaran Umum

102,47), dan mencerminkan adanya
tantangan yang dihadapi oleh
sektor pertanian. Kemudian hingga
Oktober 2023, rata-rata NTP
menunjukkan tren kenaikan, hal ini
kemungkinan disebabkan kenaikan
harga gabah yang signifikan pada
tahun 2023.

Upaya yang dilakukan
dalam meningkatkan NTP adalah
dengan meningkatkan kualitas

komoditas yang dihasilkan oleh
petani antara lain melalui kegiatan
penyuluhan, pelatihan, bimbingan
teknis, mendorong penerapan Good
Agricultural Practices (GAP), serta
penanganan panen dan pasca
panen yang benar.

Tabel 2. 34 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Tahun
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(s.d Okt)
Nilai Tukar Petani (NTP) | 106,62 | 108,53 | 100,77 | 100,01 | 102,47 | 108,24
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
2.2.2.11 Nilai Tukar Nelayan
Perhitungan Nilai Tukar 126,90, namun mengalami

Nelayan (NTN) pada tahun 2015
hingga 2018 menggunakan tahun
dasar 2012 = 100, sedangkan mulai
tahun 2019 menggunakan tahun
dasar 2018 = 100. NTN Jawa Timur
menunjukkan fluktuasi yang
signifikan selama periode 2018
hingga Oktober 2023. Pada tahun
2019, NTN Jawa Timur mengalami
sedikit penurunan menjadi 98,44.
Pada tahun 2018, NTN mencapai

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

penurunan tajam pada tahun 2019
menjadi 98,44. Pada tahun 2020,
NTN terus menurun menjadi 95,77,
mencerminkan tekanan ekonomi
pada sektor perikanan. Meskipun
mengalami kenaikan pada tahun
2021 menjadi 101,11, NTN kembali
meningkat pada tahun 2022 hingga
mencapai 103,75. Hingga Oktober
2023, NTN kembali berada pada
level 101,11, menandakan
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dinamika fluktuasi yang masih
berlangsung.

Upaya yang dilakukan
untuk menekan pengeluaran yang
harus dikeluarkan oleh nelayan
antara lain dengan pemberian
fasilitasi bantuan alat tangkap.

Salah satu kendala yang dihadapai
oleh nelayan adalah ketersediaan
bahan bakar khusus nelayan.
Kerjasama dan kolaborasi dengan
pihak terkait terus didorong untuk
mendapatkan solusi permasalahan
tersebut.

Tabel 2. 35 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur

Tahun
Indikator 2023
2018 2019 2020 2021 2022 (s.d Okt)
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100 98,44 95,77 101,11 103.75 101,11

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3 Aspek Daya Saing

Berdasarkan angka rata-

2.3.1. Partisipasi Sumber Daya Manusia
Indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur

partisipasi sumber daya manusia
adalah Pendidikan, melalui rata-
rata lama sekolah dan harapan
lama sekolah. Indikator angka rata-
rata lama sekolah (mean years
school/MYS) merupakan indikator
yang dihasilkan dari kombinasi
antara partisipasi sekolah, jenjang
pendidikan yang sedang dijalani,
kelas yang diduduki dan
pendidikan yang ditamatkan.
Namun, jumlah tahun bersekolah
ini tidak mengindahkan kasus-
kasus tidak naik kelas, putus
sekolah yang kemudian
melanjutkan kembali.

rata lama sekolah dapat diperoleh
gambaran  tingkat  pendidikan
penduduk suatu wilayah.
Sedangkan harapan lama sekolah
didefinisikan  sebagai lamanya
sekolah  (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu di masa
mendatang. HLS dapat digunakan
untuk mengetahui
pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang dan dihitung pada
usia 7 tahun ke atas karena
mengikuti kebijakan pemerintah
yaitu program wajib belajar.

kondisi
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Tabel 2. 36 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur

Tahun
No Indikator
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Rata-Rata Lama Sekolah 7,39 7,59 7,78 7,88 8,03
2 | Harapan Lama Sekolah 13,10 | 13,16 | 13,19 | 13,36 | 13,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka rata-rata lama
sekolah di Jawa Timur
menunjukkan peningkatan, artinya
kualitas Sumber Daya Manusia dari
sisi pendidikan yang
membaik akan berdampak
terhadap peningkatan daya saing
Sumber Daya Manusia sebagai
pelaku utama pembangunan. Rata-
Rata Lama Sekolah Jawa Timur
tahun 2022 mencapai 8,03 tahun
menunjukkan bahwa secara umum
rata-rata penduduk Jawa Timur
usia 25 tahun ke atas sebagian

semakin

2.3.2.

Indeks Pembangunan Lite-
rasi Masyarakat (IPLM) adalah
pengukuran terhadap usaha yang
dilaksanakan oleh pemerintah
dalam membina dan mengem-
bangkan perpustakaan sebagai
wahana belajar dala mencapai
budaya literasi masyarakat dengan
pengukuran pada
pembangunan literasi masyarakat
dan aspek masyarakat. Unsur
pembangunan literasi masyarakat

unsur

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

besar telah mengenyam pendidikan
hingga kelas VIII (SMP kelas II).
Harapan lama sekolah di Jawa
Timur meningkat setiap tahunnya.
Meningkatnya angka harapan lama
sekolah menjadi sinyal positif
bahwa semakin banyak penduduk
yang bersekolah. Di tahun 2022,
harapan lama sekolah di Jawa
Timur telah mencapai 13,37 tahun
yang berarti bahwa anak-anak usia
7 tahun memiliki peluang untuk
menamatkan pendidikan mereka
hingga lulus D1.

Kualitas Sumber Daya Manusia

terdiri dari 7 kom-ponen, yaitu
pemerataan layanan perpustakaan,
ketercukupan koleksi, ketercukup-
an tenaga perpustakaan, tingkat
kunjungan masyarakat per hari,
jumlah perpustakaan ber-SNP,
keterlibatan dalam kegiatan sosiali-
sasi, dan anggota perpustakaan.
Sedangkan unsur aspek masyarkat
meliputi julah penduduk, jumlah
penduduk yang bekerja, jumlah
civitas sekolah dan akademika

49



Gambaran Umum

Tabel 2. 37 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur

Tahun
Indikator
2018 | 2019 2020 2021 2022
Indeks Pembangunan - - 13,44 14,78 15,70
Literasi Masyarakat
Sumber : Perpustakaan Nasional
Capaian indeks pemba- dengan pencapaian IPLM tertinggi

ngunan literasi Jawa Timur tahun
2022 apabila dikonversi ke dalam
skala 0-100 maka nilai IPLM Jawa
Timur 74,73,
kedalam kategori sedang dan
urutan ke-5 dengan IPLM tertinggi
Nasional. Tiga Kabupaten/Kota

sebesar masuk

2.3.3.

Perkembangan digitalisasi di
Indoensia yang sangat signifikan
bebrapa tajhun belakangan ini ikut
mendorong terciptanya ekosistem

digital yang  semakin  baik.
Pemetaan kompetensi digital
masyarakat di Indonesia telah

dilakukan oleh Kemeterian Komu-
nikasi dan Informatika selama 3
tahun terakhir (2020-2022) melalui
survei status literasi digital dan
mengukurnya  menjadi  indeks
literasi digital Indoensia. Terdapat 4
(empat) pilar yang menjadi bagian
dari kerangka kerja pengembangan
kurikulum literasi digital, yaitu

yaitu Kota Malang 98,74, Kota
Blitar 98,15, dan Kab. Tulungagung
97,18. Sedangkan, tiga
Kabupaten/Kota yang
yaitu Kab. Bojonegoro 56,47, Kab.
Tuban 53,88, dan Kab. Sumenep
52,01.

terendah

Penguasaan Teknologi Informasi

kecakapan digital, etika digital,
keamanan digital, dan budaya
digital. Keempat pilar ini dijadikan
acuan pengem-bangan
program literasi digital nasional

untuk

yang mencakup digital society,
digital economy, dan  digital
government.

Indeks literasi digital Jawa
Timur setiap tahun mengalami
peningkatan, bahkan Jawa Timur
masuk kedalam 15 besar indeks
literasi digital berdasarkan Provinsi
di Indoensia dan berada diatas skor
Nasional.

Tabel 2. 38 Indikator Penguasaan Teknologi Informasi di Jawa Timur

Tahun
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Literasi Digital - - 3,11 3,55 3,58

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika
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2.3.4. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur
memiliki peranan yang penting
dalam meningkatkan daya saing
daerah. Pemerintah Provinsi Jawa
Timur berkomitmen untuk terus
meningkatkan pembangunan infra-
struktur, karena  ketersediaan
infrastruktur yang memadai
merupakan modal untuk mendu-
kung pertumbuhan ekonomi
termasuk di dalamnya pertum-
buhan dunia usaha, mengurangi
pengangguran, mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat sebagai hasil
akhirnya. Infrastruktur yang
berkaitan dengan daya saing
diantaranya adalah terkait dengan
infrastruktur daya air,
transportasi, serta air minum.

sumber

Ketersediaan infrastruktur
sumber daya air dalam mendukung
peningkatan daya saing dapat
diukur melalui pengelolaan ja-
ringan irigasi. Pemerintah Provinsi
Jawa Timur melaksanakan
pengelolaan jaringan irigasi melalui
kegiatan operasi, pemeliharaan dan
rehabilitasi. Panjang total jaringan
irigasi kewenangan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur sendiri kurang
lebih sepanjang 1.777.712 km dan
juga telah dilengkapi dengan
bangunan air sebagai penunjang
prasarana irigasi.
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Beberapa  bangunan  air
tersebut diantaranya adalah 7
Kantong Lumpur, 146 Bangunan
Bagi, 192 Bangunan Bagi Sadap,
2.144 Bangunan Sadap, 231
Talang, 37 Siphon, 535 Gorong-
Gorong, 28 Pelimpah Samping, dan
83 Drain Inlet. Sistem irigasi yang
terintegrasi antara jaringan irigasi
dengan bangunan penunjangnya
menjadi satu komponen
penting dari infrastruktur
pendukung pertanian.

salah

Ketersediaan Infrastruktur
transportasi menjadi hal yang
penting dalam mendukung daya

saing wilayah. Salah satunya
adalah jaringan jalan dimana
panjang jalan yang menjadi

kewenang-an Provinsi Jawa Timur
mengalami penambahan dari 1.421
km menjadi 1.671,32 km sesuai
dengan Keputusan Gubernur Jawa
Timur nomor :
188/716/KPTS/013/2023 tentang
Perubahan Keputusan Gubernur
Nomor 188/210/KPTS /013/2023
tentang Penetapan Status Jalan
Sebagai dengan
capaian kondisi mantap jalan yang
fluktuatif dari tahun 2018-2022,
kondisi persentase Jalan Provinsi
dalam kondisi mantap pada tahun
2022 sebesar 89,10 %.

Jalan Provinsi
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Tabel 2. 39 Indikator Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur

No Indikator

Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

% Jalan Provinsi Dalam Kondisi

91,08 | 92,35 | 92,10 | 89,61 | 89,10

Mantap

9 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan 83,60 | 79,77 | 81,87 | 88,28 | 88,11
Perhubungan

3 % Peningkatan PDRB Sektor 10,42 | 1,94 | 15,36 | 4,97 | 24,78
Transportasi

Sumber : No (1)

: Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

No (2,3) : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Perhubungan
didukung dengan pemenuhan
sarana prasarana angkutan darat,
laut, penyeberangan dan udara.
Dalam mendukung pemenuhan
pelayanan tersebut terdapat simpul

- simpul transportasi  yang
menghubungkan layanan
transportasi antar wilayah di

Provinsi Jawa Timur antara lain
Terminal Tipe B sejumlah 29
terminal. Selain itu, terdapat
pelayanan angkutan penumpang
perkotaan berupa Bus Trans Jatim
yang beroperasi mulai tahun 2022,
yang hingga akhir tahun 2023 telah
melayani tiga koridor yakni Trans
Jatim Koridor I dengan rute
Sidoarjo - Surabaya - Gresik
dengan rata-rata load factor sebesar
118% dan jumlah penumpang
135.071 orang per bulan, Trans
Jatim Koridor II dengan rute
Mojokerto-Surabaya dengan rata-
rata load factor sebesar 44% dan
jumlah penumpang 54.576 orang
per bulan, dan Trans Jatim Koridor
IIT dengan rute Mojokerto — Gresik
dengan rata-rata load factor sebesar

54% dan jumlah penumpang
59.633 penumpang per bulan.

Ketersediaan infrastruktur
transportasi laut terdapat Pela-
buhan Pengumpan Regional
eksisting sejumlah 14 pelabuhan,
Sejumlah 5 pelabuhan  dari
Pelabuhan Pengumpan Regional
yakni Pelabuhan
Kalianget, Pelabuhan Bawean, Pela-
buhan Sapudi, Pelabuhan Kangean,
dan Pelabuhan Ketapang juga
melayani angkutan penyeberangan.
Sedangkan, wuntuk transportasi
udara meliputi Udara
Juanda Sidoarjo, Bandar Udara
Saleh Malang,
Bandar Udara Banyuwangi, Bandar
Udara Trunojoyo di Sumenep,
Bandar Udara Notohadinegoro
Jember, Bandar Udara Bawean,
dan Bandar Udara Dhoho Kediri.

tersebut

Bandar

Abdulrachman

Sektor transportasi dalam
PDRB Provinsi Jawa  Timur
mencakup penyediaan angkutan
penumpang dan barang melalui
angkutan rel, angkutan darat,
angkutan laut, angkutan sungai,
danau dan penyeberangan, angkut-
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an udara. Rata-rata pertumbuhan
PDRB sektor transportasi pada
tahun 2018-2022 sebesar 5,35%.
Pertumbuhan positif tersebut dipe-
ngaruhi oleh adanya relaksasi
kebijakan aturan bepergian oleh
pemerintah yang berakibat pada
meningkatnya mobilitas penduduk.
Adanya kenaikan volume pengiri-
man perusahaan logistik seiring
dengan membaiknya kinerja
perdagangan  e-commerce  juga
berkontribusi pada pertumbuhan
positif PDRB sektor transportasi.

Selain ketersediaan
infrastruktur sumber daya air dan
transportasi, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur juga mendukung daya
saing wilayah dengan pemenuhan
layan-an
khususnya air minum layak. Dalam
pemenuhan capaian layanan air
minum layak di Jawa Timur
tersebut didukung melalui berbagai
kegiatan salah satunya yaitu
pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Regional.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
telah membangun SPAM Regional

infrastruktur dasar

2.3.5. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di
Jawa Timur pada Agustus 2023
sebanyak 23,87 juta orang yang
meliputi 22,70 juta orang bekerja
dan 1,17 juta pengangguran.
Struktur ketenagakerjaan di Jawa
Timur pada Agustus 2023 mampu
mengurangi pengangguran sekitar
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Umbulan dan SPAM Regional
Mojolagres. SPAM Regional
Umbulan telah mensuplai
kebutuhan air minum untuk 2 Kota
(Kota Pasuruan dan Kota Surabaya)
dan 3 Kabupaten (Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Gresik) di Wilayah
Provinsi Jawa Timur. Kapasitas
Rencana SPAM Regional Umbulan
adalah 4.000 liter per detik (1/dt).
Kemudian untuk SPAM Regional
Mojolagres sedang  mensuplai
kebutuhan air minum
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten
Lamongan dan Kabupaten Gresik
dengan kapasitas 300 liter per detik
(1/dt). Namun demikian,
terdapat beberapa kendala terkait
pencapaian akses air minum layak

untuk

masih

di Jawa Timur antara lain
keterbatasan sumber air baku yang
ada, sehingga  pengembangan
pelayanan  air minum = yang
diharapkan melalui sistem
penyediaan air minum

regional/lintas wilayah yang telah
direncanakan di beberapa daerah
belum Dbisa terlaksana secara
optimal.

90,13 ribu orang dibanding Agustus
2022. Komposisi penduduk bekerja
menurut lapangan pekerjaan utama
dapat menggambarkan penyerapan
tenaga kerja di pasar kerja untuk
masing-masing sektor. Berdasar-
kan hasil Sakernas Agustus 2023,
tiga lapangan pekerjaan di Jawa
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Timur yang menyerap tenaga kerja
paling banyak adalah Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan yaitu
sebesar 31,49 persen atau sepertiga
dari total penduduk bekerja di Jawa
Timur; Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi dan Perawatan

Mobil dan Sepeda Motor sebesar
19,10 persen; dan Industri
Pengolahan sebesar 15,20 persen.
Dominasi tiga sektor ini masih
menunjukkan pola yang sama
dengan kondisi Agustus 2022 dan
Agustus 2023.

Tabel 2. 40 Daya Serap Tenaga Kerja di Jawa Timur

Karakteristik Agustus 2022 | Agustus 2023 Pembal;%g é\gusms
Penduduk Bekerja juta juta .
persen persen | juta orang | persen
orang orang

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
SD ke Bawah 9,64 44,6 9,37 | 41,29 -264,15 -3,3
SMP 3,83 17,72 4,23 18,62 396,33 0,9
SMA 3,41 15,78 3,84 16,92 431,23 1,14
SMK 2,6 12,01 2,97 13,08 373,91 1,07
Diploma I/II/III 0,32 1,47 0,36 1,6 45,43 0,13
Universitas 1,82 8,42 1,93 8,49 107,14 0,07
Jumlah 21,61 100 22,7 100 1089,88 -
Lapangan Pekerjaan Utama
Pertanian,
Kehutanan, 6,77 31,31 7,15 31,49 383,1 0,18
Perikanan
Pertambangandan | 11 | 55 | 011 | 05 5,36 0
Penggalian
Industri Pengolahan 3,22 14,9 3,45 15,2 230,39 0,3
eengadaan Listril, | 904 | 02 | 008 | 014 | -1191 | 0,06
Treatment Air,
Sampah, Daur 0,07 0,32 0,08 0,35 9,23 0,03
Ulang
Konstruksi 1,4 6,46 1,51 6,63 109,61 0,17
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi
dan Perawatan Mobil 4,34 | 20,08 | 4,34 19,1 -4,43 -0,98
dan Sepeda Motor
Pengangkutandan | 71 | 397 | 073 | 323 28,59 -0,03
Pergudangan
Akomodasi dan 1,56 | 7,2 1,77 | 7,8 213,25 0,59
Makan Minum
Informasi dan 0,13 | 0,59 | 0,13 | 0,56 1,34 -0,02
Komunikasi
JasaKeuangandan |, | 594 | 023 | 1,02 26,93 0,07
Asuransi
Real Estat 0,04 0,17 0,04 0,17 1,12 0
Jasa Perusahaan 0,29 1,32 0,3 1,34 17,69 0,01
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Perubahan Agustus
Karakteristik Agustus 2022 Agustus 2023 2023
Penduduk Bekerja juta juta .
persen persen | juta orang | persen
orang orang

Administrasi 0,46 | 2,14 | 0,45 | 1,99 -10,57 -0,15
Pemerintahan
Jasa Pendidikan 1 4,62 1,03 4,55 35,1 -0,07
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan 0,31 1,45 0,29 1,26 -28,43 -0,19
Sosial
R,S,T,U. Jasa 098 | 452 | 1,06 | 4,67 83,51 0,15
Lainnya
Jumlah 21,61 100 22,7 100 1089,88 -

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.6. Stabilitas Daerah

Kriminalitas adalah segala
macam bentuk tindakan dan
perbuatan yang merugikan secara
ekonomis dan psikologis yang
melanggar hukum yang berlaku
serta norma-norma sosial dan
agama. Tindak
kejahatan/kriminalitas dapat
terjadi karena adanya kepincangan
sosial, tekanan mental, dan
kebencian. Selain itu juga karena
adanya perubahan masya-rakat
dan kebudayaan yang cepat tetapi
tidak dapat diikuti oleh seluruh
anggota masyarakat, sehingga tidak
terjadi penyesuaian yang
sempurna.

Selama rentang tahun 2018-
2021, kriminalitas di Jawa Timur
memiliki kecenderungan menurun.
Jumlah kejahatan yang dilaporkan
selama tahun 2021 mengalami
sedikit peningkatan dibandingkan
tahun 2020 namun  resiko
penduduk terjdi tindak pidana per
10.000  penduduk  mengalami
penurunan. Angka kriminalitas
diperoleh dari Data Polda Jatim
melalui jumlah tindak kriminal
yang terjadi selama 1 tahun per
10.000 penduduk. Risiko penduduk
terjadi tindak pidana per 10.000
penduduk di tahun 2021 sebesar 61
menunjukkan bahwa terjadi 61
tindak pidana di antara 10.000
penduduk per tahunya.

Tabel 2. 41 Kriminalitas

Tahun

No Indikator

2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah Kejahatan yang

1 Dilaporkan

38.065 | 31.419 | 24.186 | 24.844 -

Risiko Penduduk Terjadi Tindak

2 Pidana per 10.000 Penduduk

97 80 62 61 -

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
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2.3.7. Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah
merupakan instrument pengukur-
an yang bertujuan untuk
memperoleh sebuah ukuran daya
saing daerah yang komprehensif
dan dapat merefleksikan tingkat
produktivitas daerah. Kerangka
pengukuran indeks daya saing
daerah tahun 2022 terdiri dari
empat komponen pembentuk daya

saing, yaitu lingkungan pendu-
kung, sumber daya manusia, pasar,
dan ekosistem inovasi. Keempat
komponen tersebut ditopang oleh
12 pilar daya saing. Indeks daya
saing daerah Provinsi Jawa Timur
tahun 2022 sebesar 3,74 lebih
tinggi dibandingkan dengan skor
Nasional sebesar 3,26.

Tabel 2. 42 Skor Komponen Indesk Daya Saing Daerah Prov. Jawa Timur Tahun 2022

Komponen Pilar Skor
Lingkungan Pendukung Institusi 4,07
Infrastruktur 3,60

Adopsi TIK 3,90

Stabilitas Ekonomi Makro 3,88

Sumber Daya Manusia Kesehatan 3,83
Keterampilan 3,50

Pasar Pasar Produk 2,18
Pasar Tenaga Kerja 3,31

Sistem Keuangan 3,14

Ukuran Pasar 3,88

Ekosistem Inovasi Dinamika Bisnis 5,00
Kapabilitas Inovasi 4,54

Indeks Daya saing Daerah Provinsi Jawa Timur 3,74
Indeks Daya saing Daerah Nasional 3,26

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.4.1.1. Urusan Wajib
1. Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban
suatu wilayah dapat dilihat dari
kualitas pendidikan di suatu
wilayah. Pendidikan merupakan sa-
lah satu kebutuhan dasar manusia.
Penduduk dengan pendidikan yang

tinggi akan mampu meningkatkan
produk-tivitas ekonomi di wilayah-
nya, sebaliknya daerah dengan
rata-rata pendidikan penduduknya
yang rendah,
produktivitas yang rendah pula.

mempunyai

Tabel 2. 43 Indikator Urusan Pendidikan di Jawa Timur

56 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026



Gambaran Umum

No Indikator Loy
2018 2019 2020 2021 2022 | 2023

1 Indeks pendidikan 0,610 0,619 0,626 0,634 0,639 0,642

2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 74,49 75,71 79,76 74,14 73,40 -
16 — 18 tahun

3 | Angka Partisipasi Murni (APM) — 69,92 61,77 62,24 62,63 62,10 -
SMA/Sederajat

4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ 84,94 90,78 93,75 97,48 99,82 -
Sederajat

5 Angka Putus Sekolah 0,50 1,53 0,51 0,49 0,46 -
SMA/MA/SMK

6 Angka kelulusan sekolah 98,73 98,54 99,65 99,68 99,71 -
SMA/MA/SMK

7 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, 98,40 97,42 99,98 99,80 97,28 -
Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal
S1/D4

8 Rasio murid SMK 58,06: 58,28 : | 59,18: 59,29: 1:360 -
dibanding SMA 41,94 41,72 40,82 40.71 1:346

9 Persentase ABK yang mendapat 28,08 29,16 30,46 30,20 30,82 -
layanan pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Indeks pendidikan merupa-
kan salah satu komponen dalam
perhitungan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), yang variabelnya
terdiri dari rata-rata lama sekolah
harapan sekolah.
Realisasi Indeks Pendidikan di Jawa
Timur sampai dengan tahun 2023
selalu mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Peningkatan ini,
menggambarkan semakin memba-
iknya kualitas pendidikan di Jawa

dan lama

Timur sehingga berdampak
produktifitas  ekonomi  daerah.
Semakin  tinggi nilai  indeks

pendidikan, maka semakin besar
kontribusinya terhadap nilai indeks
pembangunan manusia.

Pengukuran daya  serap
sekolah terhadap penduduk yang
sekolah dapat dilihat dari indikator
Angka Partisipasi Sekolah (APS),
Angka Partisipasi Murni (APM), dan
Angka Partisipasi Kasar (APK). APS
usia 16 — 18 tahun adalah jumlah
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penduduk kelompok wusia pendi-
dikan menengah (16-18 tahun)
yang masih menempuh pendidikan
per jumlah  penduduk  usia
pendidikan 16-18 tahun. APS
merupakan indikator dasar yang
digunakan untuk melihat akses
penduduk pada fasilitas pendidikan
khususnya bagi penduduk wusia
sekolah. Semakin tinggi APS pada
suatu kelompok wusia di wilayah
tertentu menunjukkan terbukanya
peluang yang lebih besar bagi
penduduk di wilayah tersebut
untuk dapat mengenyam pendi-
dikan menurut jenjang tertentu.
Angka Partisipasi Murni (APM)
merupakan perbandingan pendu-
duk yang sedang sekolah dengan
usia tertentu pada jenjang tertentu
sesuai dengan jenjang peruntuk-
annya. APM juga merupakan
indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang
pendidikan.  Angka  Partisipasi
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Kasar (APK) merupakan perban-
dingan antara jumlah murid
penduduk yang menempuh
pendidikan pada jenjang pendi-
dikan tertentu dengan penduduk
usia sekolah pada  jenjang
pendidikan tertentu dan dinyatakan
dalam persentase. APK
menunjukkan tingkat partisipasi
penduduk secara umum di suatu
tingkat pendidikan. Secara umum
dalam rentang tahun 2018-2022,
indikator pengukuran daya serap
sekolah menunjukkan trend yang

bagus. Hal tersebut  meng-
gambarkan  bahwa  kesadaran
masyarakat untuk mengenyam
pendidikan yang lebih tinggi

semakin besar dan mencerminkan
pemerataan dan perluasan akses
pendidikan serta daya tampung
satuan pendidikan di Jawa Timur
semakin membaik, yang pada
akhirnya dapat memberikan
kesempatan yang sama bagi semua
peserta didik dari berbagai golongan
masyarakat yang berbeda secara
sosial, ekonomi, gender, geografis
wilayah, serta tingkat kemampuan
fisik serta intelektual.

Pemerintah Provinsi Jawa
Timur masih perlu Upaya untuk
meningkatkan rasio SMK terhadap
SMU agar mencapai target 70:30
untuk meningkatkan rasio SMK
terhadap SMA upaya yang dilaku-
kan adalah penambahan ruang
kelas baru untuk meningkatkan
jumlah SMK, serta
Pemerintah Jawa Timur memper-
kuat pendidikan vokasional melalui

siswa

program dual track tetap menjadi
andalan dan sangat membantu
dalam meningkatkan dan mencip-
takan sumber daya manusia (SDM)
yang memiliki kualitas dan berdaya
saing. Dual track strategy
diterapkan pada jalur non formal
(SMK Mini, BLK dan Madin, red)
serta formal seperti SMK yang di
link and match kan dengan industri
dan perguruan tinggi, serta filial
antara SMK dengan PTN.

Pada  tahun 2018-2022,
Persentase @ABK (Anak Berke-
butuhan Khusus) di Jawa Timur
terus menunjukkan peningkatan.
Deng-an kondisi ini Pemerintah
Provinsi Jawa Timur terus berupaya
untuk meningkatkan pelayanan
pendidikan khususnya pada Anak
yang berkebutuhan Khusus.
Perhatian khusus melalui kebijakan
dan program yang berpihak kepada
anak terus dilakukan, terutama
bagi penyandang disabilitas/anak
berkebutuhan
membangun masa depan mereka,
demi peningkatan
kesejahteraannya. Sejalan dengan

khusus untuk

kualitas

hal tersebut berbagai program
dalam upaya penanggulangan
masalah anak terus dilakukan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur agar anak anak Jawa Timur
dapat tumbuh berkembang secara
wajar dan optimal.

Pemerintah berusaha me-
ningkatkan mutu pendidikan mela-
lui standar nasional pendidikan.
Hal ini dilakukan untuk meng-
antisipasi tuntutan dari perkem-
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bangan pasar bebas. Usaha yang
dilakukan sekolah adalah selain
membenahi pelaksanaan sesuai
standar nasional, sekolah juga
melakukan pembenahan mana-
jemen sekolah. Sistem
Manajemen Mutu yang diterapkan
oleh  sekolah-sekolah  sekarang
adalah Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008. Terkait dengan
sertifikasi masih ada sekitar 700
SMK bidang teknologi informasi dan

mutu

Gambaran Umum

komunikasi yang belum
terakreditasi serta hampir 600 SMK
bidang teknologi dan rekayasa yang

belum terakreditasi. Dari segi
jurusan, juga ada ketidakcocokan
dengan arah industri prioritas
diantaranya kemaritiman, pari-
wisata dan teknologi pangan.
Sekitar 130 ribu murid mengambil
jurusan terkait otomotif, dan

sekitar 160 ribu murid mengambil
jurusan terkait teknologi informasi.

Tabel 2. 44 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA 2022/2023

Sertifikasi SMK Negeri SMK Swasta Total
9001 2000 15 48 63
9001 2008 139 192 331
Proses sertifikasi 12 104 116
Belum sertifikasi 130 1.392 1.522
TOTAL 296 1.736 2.032

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2. Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh
dari hasil harapan
hidup, asumsinya semakin sehat
seseorang maka semakin panjang
usia hidupnya. Indeks ini terkait

olah umur

pembangunan kesehatan di daerah.
Perhitungan Indeks Kesehatan
mulai tahun 2020 menggunakan
data Long Form SP2020.

Tabel 2. 45 Indikator Urusan Kesehatan di Jawa Timur

. Tahun
No oty 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Indeks Kesehatan 0,784 | 0,787 | 0,834 0,835 0,840 0,844
Data -
. . sudah
o | Angka Kematian Bayi 22,83 | 22,46 | 23 23 tidak
(AKB) o
rilis
BPS
3 | Angka Kematian Ibu (AKI) 91,45 | 89,81 98,40 | 234,70 93 -
4 | Prevalensi stunting 32,70 26,9 - 23,5 19,2 -
5 | Persentase Rumah Salkit 83,42 | 91,15 | 90,3 | 88,50 91 -
Terakreditasi
6 | Persentase RFT Rate Kusta 90 93,5 92,5 92,6 91,7 -
Persentase penderita HIV -
l yang mendapatkan ARV 93 90,8 S0 61 80,5
Treatment Succes Rate -
-8 (TSR) Tubercolosis 90 90 89,3 89,13 89,64
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. Tahun

ALY et e 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
9 Treatment Coverage 50 66 44,7 45,1 64 -

Tubercolosis

Junlah Kabupaten/Kota -
10 | yang Mencapai Eliminasi 38 38 38 38 38

Malaria

Annual Parasite Incidence -
11 (API) Malaria (permil) 0,012 0,02 0,01 0,01 0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Kinerja urusan kesehatan
Provinsi Jawa Timur secara umum
menunjukkan hasil yang baik.
Capaian ini didukung dengan ber-
bagai kebijakan program kesehatan
salah satunya dengan bantuan
pemenuhan tenaga kesehatan ke
daerah dan kepulauan. Selain itu,
diperlukan juga penguatan upaya
promotif preventif sebagai langkah
paling awal untuk dapat membawa
masyarakat hidup lebih sehat.

Integrasi layanan primer
dengan penguatan Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) untuk keseha-
tan ibu, anak yang kemudian akan
dikembangkan juga untuk segala
umur siklus kehidupan diharapkan
dapat meningkatkan
keluarga. Selain itu juga diperlukan
pemenuhan dan pemerataan
fasilitas layanan kesehatan dengan
sistem rujukan yang terpadu.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB)
merupakan indikator untuk me-
ngukur  keberhasilan  program
kesehatan ibu dan anak. Angka
Kematian Bayi menunjukkan
banyaknya kematian bayi usia O
tahun dari setiap 1000 kelahiran
hidup pada tahun tertentu atau
probabilitas bayi meninggal sebe-

kesehatan

lum mencapai usia satu tahun
(dinyatakan dengan per seribu
kelahiran hidup). Tingginya angka
kematian bayi dipicu karena berat
badan bayi lahir yang rendah,
dibawah 2.500 gram. Angka
Kematian Ibu (AKI) menunjukkan
kematian perempuan pada saat
hamil atau selama 42 hari sejak
terminasi kehamilan, tanpa
memandang lama dan tempat
persalinan, yang disebabkan kare-
na kehamilannya atau pengelo-
laannya, dan bukan karena sebab-
sebab lain per 100.000 kelahiran
hidup. AKB dan AKI di Jawa Timur
mengalami kenaikan pada saat
pandemi covid-19 karena adanya
pembatasan kunjungan pemerik-
saan kehamilan sehingga penapis-
an ibu hamil risiko tinggi kurang
maksimal. Selain itu, penyebab
umum tingginya kasus tersebut
diantaranya  hipertensi, terjadi
pendarahan, dan beresiko tinggi/4T
(Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu
dekat, dan Terlalu banyak]).
Stunting adalah kondisi gagal
tumbuh pada anak berusia di
bawah lima tahun (balita) akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi
berulang terutama pada 1.000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK). Pence-

60 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026



gahan Stunting penting dilakukan
sedini mungkin untuk membebas-
kan setiap anak dari risiko
terhambatnya perkembangan otak
yang menyebabkan tingkat kecer-
dasan anak tidak maksimal. Upaya
pencegahan  Stunting membu-
tuhkan keterpaduan penyeleng-
garaan intervensi gizi pada lokasi
dan kelompok sasaran prioritas
(Rumah  Tangga 1000 HPK).
Berdasarkan SSGI Tahun 2022,
angka stunting Jawa Timur
mengalami penurunan dari angka
23,5 di Tahun 2021 menjadi 19,2.
Penurunan ini lebih baik dari
proyeksi Bappenas Tahun 2022
dengan angka stunting 20,88.
Bersamaan pencapaian ini, terda-
pat 24 Kabupaten/Kota yang telah
berhasil mengalami penurunan
angka stunting dan 14 Kabupaten
/Kota mengalami kenaikan. Maka
dapat kita sikapi bersama bahwa
stunting bukan hanya menyasar
pada balita beresiko namun juga
perlu penyiapan bagi PUS (Pasang-
an Usia Subur), ibu hamil maupun
bagi remaja putri sebagai penyiapan
jangka panjang.

Salah satu upaya dalam
menilai mutu pelayanan kesehatan
khususnya di rumah sakit adalah
dengan melalui akreditasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit,
akreditasi adalah pengakuan
terhadap mutu pelayanan rumah
sakit setelah dilakukan penilaian
bahwa rumah sakit telah memenuhi
standar akreditasi. Pengaturan
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akreditasi bertujuan untuk mening-
katkan mutu pelayanan rumah
sakit secara berkelanjutan dan
melindungi keselamatan pasien
rumah sakit, meningkatkan
perlindungan bagi masyarakat,
sumber daya manusia di rumah
sakit, dan rumah sakit sebagai
institusi, meningkatkan tata kelola
rumah sakit dan tata kelola klinis,
dan mendukung program pemerin-
tah di bidang kesehatan. Secara
umum selama tahun 2018-2022
persentase Rumah Sakit di Jawa
Timur telah menunjukkan pening-
katan. Namun pada tahun 2021
nilai capaian akreditasi sebesar
88,50% dikarenakan pada tahun
2021 sesuai dengan Surat Edaran
dari Kementerian Kesehatan (SE
Menkes No. HK.02.02/Menkes
/455/2021), untuk kegiatan akre-
ditasi RS dilakukan penundaan di
masa pandemi COVID-19 sehingga
untuk RS yang habis masa
akreditasinya dan RS baru belum

dapat berproses terakreditasi
kembali.
Penyakit kusta merupakan

salah satu masalah kesehatan di
Indonesia yang dapat
bulkan kecacatan permanen, serta
perubahan emosi dan psikis
penderitanya. RFT (Release From
Treatment) mengindikasikan
keberhasilan pengobatan penderita
kusta karena dengan berobat
secara dini dan sampai tuntas
merupakan upaya dalam memutus
mata rantai penularan dan
mencegah kecacatan karena kusta.
Tantangan dalam keberhasilan

menim-
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pengobatan kusta adalah rasa
bosan karena harus minum obat
setiap hari selama 6 bulan atau 12
bulan tergantung tipe kustanya dan
efek samping dari salah satu obat
yang dapat menyebabkan kulit

menghitam (tidak  permanen).
Dalam kurun waktu 2018 - 2022
terjadi perkembangan yang

fluktuatif terhadap persentase RFT
kusta di Jawa Timur dan sudah
mencapai target yang telah
ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan RI sebesar > 90%.

Persentase penderita HIV yang
mendapatkan ARV dan Persentase
keberhasilan pengobatan TBC di
Jawa mengalami
peningkatan sampai tahun 20109.
Akan tetapi, tahun 2020 dan 2021
mengalami penurunan dikarenakan
pada tahun 2020 dan 2021 terjadi
pandemi Covid-19 sehingga ada
kekhawatiran pasien untuk datang
ke layanan kesehatan.

Penyakit Tuberkulosis (TBC)
adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh kuman
Mycobacterium tuberculosis yang
dapat menyerang paru dan organ
lainnya. Penularan bakteri TBC
melalui udara ketika pasien TBC
batuk, bersin, maupun berbicara
saat tidak menggunakan masker.
Pasien TBC yang tidak
mendapatkan pengobatan secara

Timur terus

lengkap dan  tuntas, rentan
mendapat penyakit penyerta
lainnya karena imunitas tubuh
rendah dan juga berisiko

mengalami kematian. Oleh sebab
itu TBC masih menjadi masalah

kesehatan di Indonesia dan
menimbulkan masalah yang sangat
kompleks baik dari segi medis
maupun sosial, ekonomi dan
budaya. Pada tahun 2022, jumlah
kasus TBC yang ditemukan di Jawa

Timur sebanyak 78.799 kasus
(73,3%). Penemuan kasus TBC
mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan kasus yang
ditemukan pada tahun 2021 yaitu
sebesar 43.247 kasus. Meskipun
ada peningkatan capaian
penemuan dan pengobatan TBC
Provinsi Jawa Timur tahun 2022,
namun belum mencapai target
nasional 90% serta masih ada gap
9,56% antara capaian penemuan
kasus TBC (73,3%) dan capaian
pengobatan kasus TBC (63,74%).
Oleh karena itu fasilitas kesehatan
yang menemukan kasus TBC harus
meningkatkan koordinasi dengan
komunitas
pelacakan pada kasus TBC yang
belum melakukan pengobatan.
Tujuan program pengendalian
malaria di adalah
mencapai Eliminasi Malaria pada
tahun 2030. Tahun 2018 di Jawa
Timur 38 kabupaten/kota sudah
mencapai Eliminasi Malaria.
Capaian indikator kinerja
selanjutnya yaitu Kesakitan malaria
digambarkan dengan insidens
malaria, dalam hal ini Annual
Parasite Incidence (API) malaria
merupakan angka kesakitan per
1000 penduduk berisiko dalam satu
tahun atau indikator dalam
menentukan endemisitas/tingkat
penularan malaria di suatu daerah.

untuk mela-kukan

Indonesia
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3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator  terkait
pekerjaan umum di Jawa Timur
meliputi kinerja jalan, jaringan
irigasi, akses air minum, dan akses

urusan

sanitasi. Semua indikator tersebut
mengalami peningkatan lebih baik
setiap tahunnya.

Tabel 2. 46 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Jawa Timur

. Tahun
No Indikator 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758 | 0,707 0,810
9 Perse.n'gase ‘Jarlngan Irigasi Dalam 68,70 69,15 68,79 | 68,86 | 68,00
Kondisi Baik
3 Persentgse Rumah Tangga dengan 93,66 94.39 | 9556 95,02 | 95,05
akses air minum layak 1) 1)
Persentase Cakupan Pelayanan 80,97 | 81,13
4 akses sanitasi (air limbah) Layak 74,28 78,78 80,98 B 1
Persentase luas kawagan yang 87,08 | 90,51 | 92,53
5 | peruntukannya sesuai dengan 90 91 2) 2) 2)
RTRW
Sumber :
Nomor (1) : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Nomor (2) : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
Nomor (3, 4) : BPS Provinsi Jawa Timur
Nomor (5) : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Timur
Keterangan:

1) : Terdapat perubahan data base jumlah rumah tangga
2) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan penambahan komponen

Indeks konektivitas adalah
indikator untuk mengukur kinerja
Jalan Provinsi dalam menghu-
bungkan pusat kegiatan dan/atau
kabupaten/kota di Jawa Timur.
Indeks konektivitas ini merupakan
indeks komposit yang terdiri atas 3
variabel yakni Tingkat Pelayanan
Jalan (Level of Services), jalan yang
memenuhi persyaratan teknis, dan
kondisi kemantapan jalan. Masing -
masing variabel mempunyai tingkat
dukungan yang berbeda tetapi
memberikan pengaruh yang positif
sehingga semakin tinggi nilai
masing-masing  variabel akan
semakin  tinggi nilai  indeks
konektivitas. Indeks Konektivitas

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

sampai tahun 2022 mencapai
0,810. Nilai tersebut didukung oleh
pemenuhan persyaratan teknis
jalan yang mencapai 62,57%,
persentase  kemantapan = jalan
provinsi yang mencapai 89,10%,
serta persentase jalan dengan Rasio
Volume Kendaraan (RVK) < 75 %
yang mencapai 84,66%. Pemerintah
Provinsi Jawa Timur kedepannya

akan tetap mengoptimalkan
pelaksanaan  program  prioritas
penanganan jalan melalui

pelebaran jalan menuju standar,
pemeliharaan berkala jalan, dan
pemeliharaan rutin jalan.

Capaian jaringan irigasi dalam
kondisi baik di Jawa Timur pada
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tahun 2018 sampai dengan Tahun
2020 cenderung fluktuatif. Namun
pada tahun 2020 sampai dengan
tahun 2022 secara perlahan mulai
mengalami peningkatan dan
melebihi target yang telah
ditentukan. Peningkatan capaian
jaringan irigasi dalam kondisi baik
pada Tahun 2022 tidak terlepas
dari adanya upaya penanganan
jaringan irigasi yang meliputi
rehabilitasi fisik pada 34 (tiga puluh
empat) Daerah Irigasi (DI) maupun
peningkatan fungsi saluran melalui
kegiatan operasi dan normalisasi
pada 176 (seratus tujuh puluh
enam) DI.

Persentase rumah tangga
dengan akses air minum layak
sampai dengan Tahun 2022 di
Provinsi Jawa Timur mencapai
95,05 persen. Capaian tersebut
berada di bawah target nasional
yaitu 97,89  persen.
Terdapat penurunan capaian pada
tahun 2021
adanya perubahan database jumlah
rumah tangga yang digunakan oleh
Badan Pusat Statistik. Namun
demikian, capaian tahun 2022 telah
mengalami peningkatan dari
capaian tahun 2021 sebesar 95,02
persen.

Persentase @ Rumah Tangga
dengan akses sanitasi layak (air
limbah) Provinsi Jawa Timur 2022
telah meningkat yaitu capaiannya
sebesar 81,13 persen, berada di
bawah target yang diberikan
Nasional yaitu sebesar 83,00
persen. Capaian layanan air limbah
di Provinsi Jawa Timur didukung

sebesar

disebabkan karena

dengan dilaksanakannya kegiatan
pembangunan sarana prasarana
sanitasi (air limbah) yang
dilaksanakan oleh  Pemerintah
Provinsi maupun Pusat, inisiasi
pengembangan sistem pengelolaan
air limbah regional serta kerjasama
dengan berbagai program terkait
antara lain UNICEF, USAID
IUWASH, dll. Upaya peningkatan
akses sanitasi layak juga
dilaksanakan secara terintegrasi
melalui program Rumah Tinggal

Layak Huni (Rutilahu) serta
program jambanisasi yang
merupakan  kerjasama = antara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan Kodam V Brawijaya dan
Lantamal V  dimana  dalam
mewujudkan rumah layak huni,
salah satu komponennya adalah
ketersediaan jamban yang layak.
Pada sub urusan Penataan
Ruang, peningkatan luas kawasan
yang peruntukannya sesuai dengan
RTRW menandakan bahwa terdapat
peningkatan ketaatan stakeholder
terhadap regulasi yang disusun
oleh pemerintah daerah.
Peningkatan ketaatan terhadap tata
ruang tersebut didorong oleh
pengoptimalan sumber daya
manusia dan ketepatan waktu
dalam penyelesaian evaluasi Izin
Pemanfaatan Ruang. Namun
demikian sejalan dengan hal
tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur telah menyusun revisi
dokumen RTRW Tahun 2023-2043
dimana  rancangan = peraturan
daerahnya sudah mendapatkan
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persetujuan DPRD Provinsi Jawa
Timur.
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4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kegiatan yang bersifat multi
sektor dan sangat berkaitan erat
dengan kesejahteraan masyarakat,
dimana dalam penyelenggaraannya

diharapkan  masyarakat dapat
bertempat tinggal secara layak di
lingkungan yang aman, sehat,
harmonis dan berkelanjutan.

Ketersediaan sarana dan prasarana
perumahan dan kawasan permu-

kiman meliputi drainase,
persampahan, sanitasi, dan air
bersih dan PSU merupakan
komponen penting dalam

mewujudkan hunian yang layak
dan berkelanjutan

Tabel 2. 47 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Jawa

Timur
. Tahun
No Indikator 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Persentase Capaian Pelayanan
1 Infrastruktur Dasar Perumahan 76,30 80,83 82,18 80,97 | 80,82
Permukiman yang Layak Huni
Persentase rumah tangga yang
2 bertempat tinggal di rumah layak 60,96 65,61 68,08 66,93 66,28
huni dan terjangkau

Sumber :
No (1)

No (2) : BPS Prov. Jatim

: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Keterangan: Jumlah rumha tangga mulai tahun 2021 menggunakan hasil SP2020

Dalam mendukung peningkat-
an kesejahteraan  masyarakat,
pemenuhan kebutuhan infrastruk-
tur dasar menjadi prasyarat utama.
Indikator Capaian
Pelayanan Dasar
Perumahan yang
Layak Huni memberikan gambaran
tingkat pemenuhan akses
masyarakat terhadap hunian yang
layak, aman dan terjangkau; akses
air minum layak serta akses
sanitasi (air limbah) yang layak di
Provinsi Jawa Timur. Adapun
kriteria hunian layak berdasarkan
SDG’s adalah kecukupan luas

Persentase
Infrastruktur
Permukiman
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bangunan, ketahanan bangunan,
akses air minum layak, dan akses
sanitasi layak. Persentase Capaian

Pelayanan Infrastruktur Dasar
Perumahan Permukiman Layak
Huni pada tahun 2022 telah

mencapai 80,82 persen. Di sisi lain,
capaian persentase rumah tangga
yang bertempat tinggal di rumah
layak huni pada tahun 2022 adalah
66,28 persen. capaian ini berada di
bawah target yang telah ditetapkan
Nasional sebesar 69,80 persen.
Upaya yang akan dilakukan dalam
pencapaian infrastruktur dasar
perumahan permukiman yang
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layak huni adalah peningkatan
akses layanan air minum layak
melalui peningkatan kapasitas
SPAM regional dan penanganan
desa rawan kekeringan, pening-
katan akses sanitasi layak melalui
pembangunan IPAL komunal, dan
peningkatan rumah tinggal layak
huni yang bekerjasama dengan
stakeholder lain.

Dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Dan Peningkatan Kua-
litas Terhadap Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh, maka
berdasarkan wusulan SK Bupati
/Walikota  disepakati  baseline
untuk penanganan kawasan
permukiman kumuh yaitu seluas
16.289,64 Ha. Dengan penanganan
yang telah dilaksanakan sampai
dengan tahun 2022 yaitu seluas
5.468,76 Ha, maka untuk
penanganan selanjutnya adalah
seluas 10.820,89 Ha.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Globalisasi dan  teknologi
informasi membawa perkembangan
positif dalam meningkatkan
kualitas  pembangunan
umum, namun terdapat beberapa
hal negatif yang harus diberikan
perhatian khusus. Salah satunya
adalah munculnya isu yang
berkembang di masyarakat, yang

Secara

dapat mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa, sehingga
pemerintah daerah perlu mem-
berikan perhatian khusus dalam
menghadapinya, antara lain dengan
melakukan terha-dap
integrasi bangsa, serta mencegah
disintregrasi bangsa yang
mengedepankan pember-dayaan.

fasilitasi

Tabel 2. 48 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat di Jawa Timur

No Indikator Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Persentase Kejadian
Poleksosbud terhadap 67,77 80,42 93,04 77,57 75,90
tahun sebelumnya
2 | Persentase penanganan
ketenteraman, .ketertlban ) ) } 99.47 | 99,57 | 100,55
umum dan pelindungan
masyarakat
3 | Indeks Kapasitas Daerah 0,49 0,54 0,57 0,60 0,63 0,65
4 | Jumlah Desa Tangguh 591 804 | 1015 | 1270 | 1500 | 1745%
Bencana
Sumber :
No (1) : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
No (2) : Satpol PP Provinsi Jawa Timur
No (3,4) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
Keterangan:
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*) merupakan capaian akumulasi destana di Jawa Timur ditambah dengan destana yang
dibentuk melalui sumber dana lain-lain sejumlah 88 desa/keluarahan (data dihimpun

tahun 2023)

Persentase kejadian poleksos-
bud terhadap tahun sebelumnya
merupakan perbandingan antara
jumlah kejadian terkait poleksos-
bud pada tahun berjalan (n) dengan
jumlah kejadian terkait
poleksosbud tahun sebelumnya (n-
1).  Jumlah  kejadian  terkait
poleksosbud adalah jumlah data
kejadian yang menonjol
berlatarbelakang politik, ekonomi,
sosial dan budaya, yang
mempunyai potensi untuk
menyebabkan konflik terbuka, atau
mengganggu stabilitas keamanan
dan ketertiban di Provinsi Jawa
Timur, yang berhasil dihimpun
dalam 1 (satu) tahun. Dari rentang
tahun 2018-2022 kejadian-kejadian

pol-eksosbud tiap tahunnya
mengalami penurunan, hal ini
ditunjukkan dengan capaian

persentase kejadian tersebut yang
setiap tahunnya tidak melebihi 100
persen sehingga menunjukkan
keberhasilan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur bersinergi dengan
aparat terkait dalam menekan
kejadian poleksosbud di
Timur dari tahun ke tahun dan
akan tetap dilaksanakan di tahun

Jawa

selanjutnya.

Persentase penanganan gang-
guan ketenteraman, ketertiban
umum dan pelindungan masya-
rakat merupakan suatu indikator
kinerja sebagai bentuk pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
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Jawa Timur, yang diperoleh dari
hasil rata-rata pengukuran secara
kuantitatif atas perbandingan data
realisasi dengan target yang telah
ditentukan pada kegiatan :

1. Penanganan gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum
(Trantibum)

2. Penegakan peraturan
daerah (Perda)/peraturan
kepala daerah (Perkada)

3. Keterlibatan anggota

Pelindungan masyarakat

(Linmas) dalam Linmas

Peningkatan SDM

S. Penanganan Kebakaran
dan Non Kebakaran

>

Realisasi kinerja diatas meng-
gambarkan upaya menciptakan
kondisi tenteram, tertib, dan teratur
melalui kegiatan yang menjadi
tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja. Berdasarkan data

realisasi kinerja diatas dapat
dijelaskan bahwa terdapat
peningkatan realisasi kinerja

pertahunnya yang diperoleh dari
realisasi di setiap indikator kinerja
program secara keseluruhan telah
melam-paui target dan terjadi
peningkatan dari sisi kuantitas
pelaksanaan kegiatan.

Indeks Kapasitas Daerah
menggambarkan kapasitas daerah
dalam penyelenggaraan penang-
gulangan bencana dan merupakan
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salah satu komponen dalam
perhitungan indeks risiko bencana
(IRB). Klasifikasi Indeks Kapasitas
adalah: (a) Tinggi (>0,66); (b) Sedang
(0,33 - 0,66); (c) Rendah (<0,33).

Dalam rangka meningkatkan
kesiapsiagaan bencana yang meru-
pakan salah satu upaya mitigasi
bencana telah dilaksanakan pem-
bentukan desa tangguh bencana
(destana) pada desa rawan bencana
bertujuan untuk mengurangi resiko
bencana dengan pendekatan
kepada masyarakat. Pembentukan
destana dilaksanakan melalui dana
APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota serta sumber
pendanaan lainnya seperti lembaga
internasional maupun secara man-
diri. Sampai dengan tahun 2023,
telah terbentuk 1745 Destana di
Jawa Timur. Di antara total jumlah
destana tersebut, destana yang

6. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejah-
teraan Sosial (PPKS) adalah perse-
orangan, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau
gangguan, tidak dapat
sanakan fungsi sosialnya, sehingga
tidak dapat terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani, rohani,
maupun sosial secara memadai dan
wajar. Masalah PPKS khususnya

melak-

dibentuk melalui APBD Provinsi
adalah sejumlah 164, 43, dan 63
Desa/Kelurahan pada tahun 2018,
2019, dan 2020 secara berurutan.
Kemudian pembentukan Destana
melalui APBD Provinsi pada tahun
2021 sampai dengan 2023 yaitu
sejumlah masing-masing 40
Desa/Kelurahan pada setiap
tahunnya. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan sebagai upaya
mendorong  peningkatan desa
tangguh bencana antara lain:
penyusunan kajian resiko dan
rencana aksi, pembantukan Forum
Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
level desa, penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) eva-
kuasi dan peringatan dini serta
pembekalan dan pelatihan Per-
tolongan Pertama Gawat Darurat
(PPGD), Dapur Umum (DU) dan
Rescue Dasar.

anak jalanan, gepeng, gelandangan
psikotik dan WTS kesemuanya
membutuhkan  perhatian yang
intensif dan segera agar tidak
berkembang makin mencemaskan.
Sejak situasi krisis, perkembangan
PPKS jalanan yakni anak jalanan,
gelandangan, gelandangan psikotik,
pengemis, dan Wanita Tuna Susila
atau PSK (Pekerja Seks Komersial)
secara kualitatif semakin mengkha-
watirkan.
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Tabel 2. 49 Indikator Urusan Sosial di Jawa Timur

(PPKS)

. Tahun
No el 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Persentase PPKS yang Mandiri 1,19 | 1,20 | 1,26 | 1,29 | 1,30
Penurunan Jumlah Pemerlu
2 | Pelayanan Kesejahteraan Sosial 1,41 1,25 | 1,32 | 1,30 | 1,25

Sosial PPKS

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan
3 | Dasar dan Pulihnya Keberfungsian

- 100 100 100 100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kinerja urusan sosial setiap
tahunnya menunjukkan hasil yang
baik. Untuk mendukung program
pemerintah penanganan PPKS yang
inklusif, selain kebijakan kesejah-
teraan, juga diarahkan kepada
kemandirian PPKS. Dari kebijakan
ini diharapkan PPKS dapat keluar

dari beban kemiskinan.
Kemandirian PPKS dapat dilakukan
melalui  pemberdayaan  sosial,

dan
dan

pelatihan keterampilan,
permodalan dukungan
lingkungan sosial yang kondusif.
Berbagai Upaya yang dilakukan
pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam menurunkan PPKS antara
lain dengan memberikan
pembinaan, bantuan maupun
perlindungan, sehingga PPKS dapat
hidup secara normal.

2.4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna  menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masya-
rakat. Untuk mengetahui banyak-
nya jumlah angkatan kerja yang

dapat diserap oleh pasar kerja,
ukuran yang digunakan adalah
tingkat partisipasi angkatan kerja
yaitu rasio antara jumlah angkatan
kerja dan jumlah penduduk usia
kerja.

Tabel 2. 50 Indikator Urusan Ketenagakerjaan di Jawa Timur

Kerja

No Indikator ki
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
;| Tingkat Partisipasi Angkatan 69,56 | 69,61 | 70,33 | 70,00 | 71,23 | 72,56

2 | Tingkat Kesempatan Kerja

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
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TPAK dapat juga disebut
sebagai indikator ekonomi dalam
ketenagakerjaan. Semakin tinggi
angka TPAK suatu wilayah, mencer-
minkan semakin baik tingkat
ekonomi masyarakatnya. Jumlah
angkatan kerja di Jawa Timur pada
tahun 2023 terdiri dari 22,70 juta
orang bekerja dan 1,17 juta orang

menganggur. Berdasarkan jenis
kelamin, baik TPAK laki-laki
maupun TPAK perempuan

mengalami kenaikan dibandingkan
tahun 2022. Meski demikian, masih
terdapat  perbedaan  mencolok
diantara TPAK laki-laki dan TPAK
perempuan. Pada tahun 203, TPAK
laki-laki sebesar 85,90 persen,
sedangkan TPAK perempuan hanya
sebesar 59,46 persen.

Indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) hanya
menunjukkan jumlah angkatan
kerja, baik yang sedang mencari

pekerjaan maupun yang telah
bekerja  dibandingkan  dengan
seluruh penduduk usia produktif di
suatu wilayah. Indikator TPAK
belum dapat menunjukkan secara
spesifik jumlah penduduk bekerja
dalam angkatan kerja di suatu
wilayah. Pada penetapan kebijakan
ketenagakerjaan hingga tahun
2023, indikator TPAK belum dapat
mewakili kondisi kesempatan kerja
di Jawa Timur. Untuk itu, pada
periode selanjutnya penggunaan
indikator TPAK digantikan dengan
indikator Tingkat Kesempatan Kerja
(TKK) yang merupakan persentase
penduduk berumur 15 tahun ke
atas yang bekerja terhadap jumlah
angkatan kerja. Indikator TKK
mengindikasikan secara spesifik
besarnya angkatan kerja yang
bekerja. Semakin tinggi TKK, maka
kesempatan kerja di wilayah
tersebut semakin tinggi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks ketimpangan gender
(IKG) adalah indikator baru yang
menyempurnakan indikator ketim-
pangan gender sebelumnya dan

disusun berdasarkan  dimensi
kesehatan reproduksi, pember-
dayaan, dan pasar tenaga kerja.
IKG menunjukkan kerugian
potensial dalam capaian
pembangunan manusia karena
ketidaksetaraan antara laki-laki

dan perempuan dalam kesehatan
reproduksi, pemberdayaan, dan
pasar tenaga kerja. Nilai IKG

berkisar 0-1, semakin kecil IKG
menunjukan ketimpangan yang
semakin rendah (kesetaraan yang
semakin tinggi). Indeks
ketimpangan gender di Jawa Timur
sejak tahun 2018 hingga 2022
mengalami tren menurun. Hal ini
mengindikasikan ketimpangan
gender yang semakin mengecil atau
kesetaraan yang semakin membaik.
Penurunan IKG tahun 2022
dipengaruhi oleh perbaikan dimensi
kesehatan reproduksi dan dimensi
pemberdayaan. Perbaikan dimensi
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kesehatan reproduksi dipengaruhi
oleh perbaikan indikator wanita
melahirkan tidak di fasilitas
kesehatan yang turun, sedangkan
perbaikan dimensi pemberdayaan
dipengaruhi oleh perbaikan
indikator persentase perem-puan
25 tahun ke atas yang
berpendidikan SMA ke atas yang

Gambaran Umum

meningkat lebih tinggi dibanding
laki-laki. Dalam rangka
menurunkan ketimpangan gender

maka dilakukan peningkatan
partisipasi  perempuan melalui
pelatihan ketrampilan dalam

bidang ekonomi, sosial, politik, dan
hukum

Tabel 2. 51 Indikator Urusan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Jawa Timur

No Indikator

Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1 | Indeks Ketimpangan Gender

0,483 10,476 | 0,449 | 0,460 | 0,440

2 | Indeks Perlindungan Anak (IPA)

67,93 | 71,8 | 72,25 | 64,59 | 66,1

Rasio kekerasan terhadap

3 | perempuan per 100.000 penduduk - - - 4,37 | 4,67
perempuan
Sumber :
No (1) : BPS Provinsi Jawa Timur
No (2, 3) : Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak, dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur

Menurut Undang-Undang
Republik Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang
perlin-dungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Indeks Perlindungan
Anak (IPA) merupakan indikator
yang dapat menunjukkan komit-
men daerah dalam melakukan
perlindungan Indikator
Perlindungan Anak di dukung 5
klaster sebagaimana tertuang da-
lam Konvensi Hak Anak (KHA)
meliputi: (1). Hak Sipil dan
Kebebasan, (2). Hak Lingkungan
Keluarga dan Pengasuhan

Indonesia

serta berhak atas

anak.
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Alternatif, (3). Hak Kesehatan Dasar
dan  Kesejahteraan, (4). Hak
Pendidikan dan Pemanfaatan
Waktu Luang serta (5). Hak
Perlindungan Khusus Anak.
Sehingga pelaksanaan
perlindungan anak tidak lagi
dilakukan secara sektoral, namun
harus dikoordinasikan dan
dilakukan secara terpadu dan
holistic oleh semua Perangkat
Daerah terkait sehingga tidak
terjadi tumpang tindih program dan
kegiatan.

Penangan perempuan korban
kekerasan adalah jumlah kasus
yang lapor dan ditangani oleh unit
pelayanan. Kenaikan rasio kekeras-
an terhadap Perempuan menun-
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jukkan indikasi tumbuh-nya
kepercayaan masyarakat terhadap
layanan yang diberikan oleh
Pemerintah  khususnya  terkait
dengan layanan korban kekerasan.
Selain itu juga, sebagai

3. Pangan

Provinsi Jawa Timur merupa-
kan salah satu Provinsi penyangga
pangan Nasional. Surplus komoditi
pangan sebagian besar digunakan
untuk kebutuhan
pangan masyarakat di Provinsi
lainnya di Indonesia, disamping
untuk  stok/cadangan pangan
Nasional. Sebagai Provinsi lumbung
pangan, Jawa Timur masih perlu
melakukan pemantapan
ketersediaan pangan dalam rangka
mewujudkan ketaha-nan pangan
ditingkat wilayah dan rumah
tangga. Pada tahun 2022, terdapat
kenaikan cadangan pangan Jagung
dan Kedelai di Timur,
sedangkan untuk cadangan pangan
(padi) pada tahun 2022
terjadi penurunan karena terdapat
penyesuaian kapasitas cadangan
pangan Beras oleh Bulog wilayah
Jawa Timur, dimana pada tahun
2021 terdapat dinamika penyediaan
dan kapasitas oleh Bulog wilayah
Jawa Timur sehingga tertahan dan
tercatat lebih tinggi di akhir tahun
2021 oleh BPS. Adapun demikian
dinamika yang terjadi tidak banyak
mempengaruhi kondisi ketahanan
pangan karena hanya berupa
dinamika sementara saja di tahun

memenuhi

Jawa

Beras

keberhasilan sosialisasi mening-
katnya  kesadaran  Masyarakat
untuk melaporkan kejadian
kekerasan sehingga  kekerasan
tidak berulang kembali.

2021 dan kembali pada angka
normal di tahun 2022.

Skor Pola Pangan Harapan
(Indeks PPH) adalah skor yang
digunakan untuk mengukur sejauh
mana pola makan suatu populasi
sesuai dengan pedoman gizi yang
diharapkan. Skor ini
minkan sejauh mana kebiasaan
makan suatu kelompok mencapai
target standar gizi yang diharapkan
sesuai norma kesehatan. Skor PPH
Jawa Timur berada pada kisaran
angka poin 85-92 dan nilai update
terakhir pada tahun 2022 mencapai
92,8 menunjukkan
konsumsi pangan di Jawa Timur
relatif baik dan mencerminkan
adanya keragaman pangan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan
gizi dan kesehatan masyarakat.
Angka yang tinggi pada skor PPH
juga dapat menunjukkan bahwa
masyarakat di Jawa Timur cende-
rung memilih makanan yang sehat
dan bergizi serta memperhatikan
ragam makanan dalam pola
konsumsi mereka.

mencer-

bahwa

Indeks Ketahanan Pangan
(IKP) Jawa Timur menunjukkan
tren yang terus meningkat. IKP
Jawa Timur termasuk dalam
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kategori yang tinggi (> 75,68). Dari
aspek ketersediaan Jawa Timur
memiliki tingkat ketahanan yang
tinggi dengan indikasi nilai Indeks
Ketersediaan di atas 90. Tantangan
yang masih dihadapi adalah pada
aspek keterjangkauan dan peman-
faatan pangan. Pada  aspek
keterjangkauan pangan indikator

Gambaran Umum

yang digunakan sebagai proksi

perhitungan adalah persentase
penduduk di bawah garis
kemiskinan, persentase rumah
tangga dengan proporsi

pengeluaran untuk pangan lebih
dari 65 persen terhadap total
pengeluaran dan persentase rumah
tangga tanpa akses listrik.

Tabel 2. 52 Indikator Urusan Pangan di Jawa Timur

. Tahun

No|  Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

1 Ketersediaan
Pangan (Ton)
a. Beras 6.002.140 | 5.503.726 | 5.618.101 | 7.160.483 | 6.301.918
b. Jagung 5.798.473 | 5.923.567 | 6.131.163 | 6.383.661 | 6.552.943
c. Kedelai 225.987 110.666 344.998 978.088 | 1.432.103
Pola Pangan

2 Harapan (PPH) 85,0 92,5 91,2 85,6 92,8
Indeks

3 | Ketahanan - 73,71 79,9 79,7 79,85
Pangan

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Timur dan Badan

Pangan Nasional

4. Pertanahan

Kinerja wurusan pertanahan
diukur melalui indikator persentase
kasus sengketa yang termediasi.

Indikator tersebut merupakan
cerminan dari terlak-sananya
Urusan Bidang Pertanah-an
dimana pemerintah provinsi
menerima  permohonan  kasus

sengketa yang selanjutnya dapat
dilakukan mediasi. Pada Tahun
2021 sampai 2022 terdapat 23
surat permohon-an penyelesaian
sengketa yang ditujukan kepada
Gubernur dan 3 surat permohonan
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yang ditujukan ke Tim Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA) Provinsi
Jawa Timur. Dari jumlah tersebut
yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi sebanyak 3
surat permohonan yang ditujukan
kepada Tim GTRA Provinsi dan 2
surat permohonan penyelesaian
sengketa yang ditujukan kepada
Gubernur, sehingga yang dapat
dilakukan fasilitasi berupa
mediasi/rapat koordinasi yakni
sebanyak 5 kasus sengketa.
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5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021
tentang Indeks Kualitas Lingkung-
an Hidup, IKLH merupakan nilai

komposit dari Indeks Kualitas Air
(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),
Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Tabel 2. 53 Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Jawa Timur

Tahun
No Indikator
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Indeks Kualitas Air (IKA) 52,96 | 56,13 | 56,13 | 53,37 | 56,13
2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) 83,50 | 83,32 | 84,59 | 83,68 | 84,28
3 | Indeks Kualitas Lahan (IKL) 63,56 | 63,16 | 63,72 | 47,36 | 47,36
4 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) - - - 82,46 | 85,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

IKA, IKU, IKL, maupun IKAL
Provinsi Jawa Timur cenderung
dinamis namun pada 2 (dua) tahun
terakhir cenderung meningkat.
Secara khusus, untuk Indeks
Kualitas Lahan (IKL) masih berada
dalam kategori kurang. Hal tersebut
tidak terlepas dari adanya berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan lahan dan hutan yang
mencakup alih fungsi lahan,
deforestasi, kebakaran, dan lahan
kritis. Selain IKL, untuk indikator

lainnya yang perlu mendapat
perhatian adalah IKA seiring
dengan tingginya potensi
pencemaran sumber air oleh

aktivitas masyarakat terutama pada
ruas-ruas sungai yang melintasi
daerah padat penduduk.

Beberapa upaya perlindungan
dan pengelolaan yang dilakukan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
diantaranya adalah pembangunan

Pusat Pengelolaan Sampah Dan
Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten
Mojokerto, penetapan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Sampah Regional, rehabilitasi lahan
kritis di luar kawasan hutan,
Program Kampung Iklim
(PROKLIM), Perlindungan Mata Air
(PERMATA), Desa BERSERI (Bersih
dan  Lestari), adiwiyata, eco
pesantren, kalpataru serta pembi-
naan pengelolaan lingkungan hidup
pelaku usaha/kegiatan.
Peningkatan kualitas lingku-
ngan hidup selain diukur melalui
komponen penyusunnya yaitu air,
udara, tutupan lahan, dan air laut
juga perlu mempertimbangkan
kondisi terkini terkait dengan
perubahan iklim sebagai tantangan.
Perubahan iklim yang diindikasikan
dengan kenaikan temperatur, curah
hujan ekstrem, kenaikan muka air
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laut, serta badai yang lebih intens
sudah mulai terasa dampaknya.
Peningkatan konsentrasi Gas
Rumah Kaca (GRK), yaitu CO2, CHa,
N2 dan CFC akibat aktivitas
merupakan penyebab
terjadinya perubahan iklim. Pasca
UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate
Change) pada COP (Conference of
The Parties) ke 21 di Paris terdapat
perubahan target nasional
penurunan emisi GRK dari 26%
dengan usaha sendiri pada Tahun
2020 menjadi 29% pada Tahun
2030.

manusia

Pada tahun 2022 Provinsi
Jawa Timur memiliki kontribusi
emisi sebesar 99.456.908,72 ton
CO2 eq. Hasil tersebut merupakan
proyeksi jumlah emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) di udara dengan skema
Business as Usual (BAU)
berdasarkan hasil kaji ulang
Baseline Emisi GRK Tahun 2022.
Capaian penurunan emisi total GRK

Gambaran Umum

Provinsi Jawa Timur dari tahun
2018- 2022 dari 6 (enam) sektor,
yaitu pertanian, kehutanan, energi,
transportasi, dan  pengelolaan
limbah, serta kawasan pesisir dan

kelautan adala